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KATA PENGANTAR

Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah
dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus nonfisik yang merupakan
urusan daerah. DAK Nonfisik bidang
kesehatan dialokasikan berdasarkan
jumlah sasaran dan satuan biaya yang
dibutuhkan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang
berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan fokuskan untuk mendukung pencapaian kegiatan
prioritas nasional yaitu menurunkan angka kematian ibu dan
anak, menurunkan angka stunting, TBC, HIV dan Germas
serta memperkuat penanganan wabah Covid-19 melalui

penguatan tracing untuk semua daerah terdampak.

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
terdiri Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi BOK
Kabupaten/Kota; BOK Puskesmas; BOK Stunting dan BOK
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jaminan Persalinan

(Jampersal), Dukungan Akreditasi Labkesda dan dukungan

akreditasi Puskesmas.
Pengalokasian DAK Nonfisik
untuk mengambil alih tanggung jawa
dalam pembiayaan pembangunan kesehatan di
Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar
10% diluar belanja gaji untuk pembiayaan kesehatan sesuai

Bidang Kesehatan ini tidak
b pemerintah daerah
daerah,

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 202



g NomoOT 23 Tahun 2014

ketentuan dalam Undang-Undan
Undang—Undang Nomor 36

tentang Pemerintahan Daerah dan

Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pelaksanaan Kegiatan

Kesehatan Tahun 5021 diharapkan

prinsip tata kelola yang baik (good 9
fisien, gkuntabel dan tidak duplikasi

nnya. Selain itu, agar seluruh
TA 2021 segera

DAK Nonfisik Bidang
dapat dikelola sesuai
overnance) yakni

transparan, efektif, €
dengan sumber pembiayaan lai
kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

dapat dilaksanakan sesual ketentuan peraturan perundang-
an dapat dirasakan langsung oleh

undangan, agar hasil kegiat
ah Indonesia untuk mewujudkan

masyarakat di seluruh wilay

cita-cita Indonesia Sehat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

ii
1
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Menimbang

Tigingat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran

2021;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916);

PERATURA
NMENTE
RI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021



3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kementerian ~ Kesehatan (Lembaran Negara

Republil
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
266);

S.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJU

TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFIS
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratyrap Menteri ini yang dimaksud dengan:

! Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, ya%
selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, adalah
02 yang dialokasikan ke daerah untuk membiay?
zzzjfnal kegiatan program prioritas nasional di bidaﬁ
akses d: Yang menjadi urusan daerah guna meningkatk

2, ™Mt pelayanan kesehatan di daerah.

B,
“nluan Operasion
BOK,

. . cepul
d al Kesehatan, yang selanjutnya dis€ B
adal. ]

Masy i dang yang digunakan untuk meringanka be

khu)sarakat terhadap pembiayaan blda.ng kesehatal':
u &

e Pelayanan di pusat Kesehatan Masyafak

2 PERATURAN

{ MENTER| KEes
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.

penurunan angka kematian ibu, angka kematian bavi

malnutrisi. b
Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
UKM, adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan

yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, yang selanjutnya
disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus
dilaksanakan oleh Puskesmas untuk mendukung pencapaian

SPM bidang kesehatan kabupaten/kota, sasaran prioritas

RPJMN, Renstra Kemenkes, dan terdiri dari pelayanan
kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi,
pelayanan  promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan
lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian
penyakit.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut
Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik In _
ara Republik

donesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan neg

: teri
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan men

Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Néeg

Republik Indonesia Tahun 1945.



10.

(1)

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Daerah adalah perangkat daerah yang
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Unit Eselon I Pengampu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan

Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah
untuk  membanty mendanai  kegiatan Kkhusus yang
merupakan urysan daerah dan sesuai dengan prioritas

Pembangunap kesehatan nasional.

DAK Nonfisik Bi a dimaksud
t 181k Bidang Kesehatan sebagaimana di S
ayat (1) di
yat (1) ditetapkan melalui rencang kerja pemerintah.

Jaminan Persalingp.

ERATURAN MENTE
b NTER| KESEHATAM REpP
BLIK |NDONESIA NOMOR HUN 2021
12 TA



dukungan akreditasi Puskesmas;
dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah: 4
» dan

d.
e. bantuan operasional kesehatan pengawasan obat d
an
makanan.
Pasal 4
(1) BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan

preventif, yang meliputi:

a. BOK provinsi;

b. BOK kabupaten/kota;
c. BOK Puskesmas;

d. BOK stunting; dan

BOK kefarmasian dan alat kesehatan.
(2) BOK provinsi sebagaimand dimaksud pada ayat (1) huruf a

diarahkan untuk mendukun

.

g operasional fungsi rujukan

UKM tersier, yang mehiputi:
kegiatan keschatan masyarakat tingkat provinst,

rakan masyarakat hidup sehat tingkat

a.
b. pembudayaan ge
provinsi;
upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; dan

d. pembinaan kapasitas laboratorium kesehatan daerah

pasca akreditasl.
(3) BOK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diarahkan untuk mendukung operasional fungs!
yarakat sekunder melip

kat kabupaten /kota;

rujukan upaya kesehatan mas uti:
kegiatan kesehatan masyarakat ting

a.
b.  penguatan gerakan masyarakat hidup sehat;
an respon penyakit

C.  upaya deteksi dini, preventif, d
kesmas; dan

d.  pengujian kalibrasi alat kesehatan Pus

pERA
TURAN
ME aLd
NTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 12 T4 (UN.2021



(4)

6)

PERAT

e. peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium kesehatan
melalui pemantaparn mutu eksternal.

BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi:

a. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah
kerja;

kegiatan kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas;
upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit;

d. pemicuan sanitasi total berbasis  masyarakat

desa/kelurahan prioritas;
e.

dukungan operasional UKM tim nusantara sehat; dan
f.

penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.
BOK stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting,
yang meliputi:

a. penyusunan regulasi daerah terkait stunting;

b.  pemetaan dan analisis situasi program stunting;

C. pelaksanaan rembuk stunting;

d. pembinaan kader pembangunan manusia;
e.
pengukuran dan publikasi stunting;
f. pencatatan dan pelaporan; dan
g.

reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting.

BOK kefarmasian dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:
. . i .S
a. biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis ha?”

. . . i aSi
pakai dari instalasi farmasi provinsi ke instalas! farm
kabupaten/kota;

. . pabis
b. biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medi® e

Ke
pakai dari instalasi farmasi kabupaten/ kot?

Puskesmas;

URAN A
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 202



(1)

(2)

(3)

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hu

c. pemanfaatan sistem elektronik logistik obat dan bahan

medis habis pakai di instalasi farmasi kabupaten /kota;

dan

d. pembinaan dan pengawasan toko alat kesehatan dan

optikal.

Pasal 5

BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf c masing-masing terdiri atas:
a. BOK untuk UKM Esensial; dan
b. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19).
BOK untuk UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dialokasikan sebesar minimal 60% (enam puluh
persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK provinsi,
BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas.
BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dialokasikan sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat
puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK
provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas.

Pasal 6
ruf b

diarahkan untuk:

a.

DEDA
\TURAN
MEN
TERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021

rujukan persalinan dan neonatal meliputi biaya transportast

dan/atau sewa alat transportasi;
sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; dan
dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak

Mempunyai jaminan kesehatan.



Pasal 7

Dukungan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢, meliputi:

a. workshop pendukung implementasi akreditasi Puskesmas;
b. peningkatan dan penilaian mutu internal; dan
C.

peningkatan dan penilaian mutu eksternal.

Pasal 8

Dukungan akreditasi laboratorium kesehatan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a. workshop persiapan akreditasi laboratorium kesehatan
daerah;

peningkatan dan penilaian mutu internal; dan

peningkatan dan penilaian mutu eksternal.

Pasal 9
DAK Nonfisik bidang Kesehatan untuk jenis kegiatan bantuan
operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan diatur

dengan peraturan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
pengawasan obat dan makanan.

BAB III
PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputh
a. pengusulan kegiatan;

b. penyusunan rencana kegiatan;

c. penganggaran;

8
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

pEPAT
URAN M
ENT
ERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021

pelaksanaan kegiatan;
pelaporan; dan

pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11
Pemerintah Daerah melakukan pengusulan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 2 kepada

Kementerian Kesehatan.

Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi  salah satu bahan masukan bagi Kementerian

Kesehatan dalam penghitungan alokasi DAK Nonfisik Bidang

Kesehatan.

Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui aplikasi sistem informasi e-Tenggar

Kementerian Kesehatan.

Pasal 12
ana kegiatan sebagaimana

b, Pemerintah Daerah
pada

Dalam rangka penyusunarn renc
dimaksud dalam pasal 10 huruf
penerima DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengact

rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan-
Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling
sedikit memuat:

a. menu kegiatan;

b. rincian pendanaan menu kegiatan; dan

c. keterangan.
an rencana kegiatal

BOK provinsi,
pemerintall

Dalam hal terdapat perubahan penyusut
untuk DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berupa
BOK kabupaten/kota, dan BOK puskesmas,
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Daerah dapat melakukan perubahan rencana kegiatay,
dengan melibatkan Aparat Pengawas Interna] Pemerintyy
Daerah.

(4) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksyg el
ayat (3) dilakukan paling lambat pada bulan Juli tapy,
berjalan.

(5) Pemerintah Daerah harus melaporkan hasil perubahan
rencana Kkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas

perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Pasal 13
(1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf c, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK
Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan yang mengacu pada rincian

alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh
Menteri.

(2) Dalam menetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj
Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal belum adanya penetapan rincian alokasi DAK
Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj?
Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
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(1)

(4)

p
ERATURAM L

Perubahan yang mengacu kepada pemberitahuan r
esmi darj

Kementerian Kesehatan.

Pasal 14
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf d, dilaksanakan oleh:
a. Dinas Kesehatan Daerah provinsi;
b. Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota;

Puskesmas; dan

2

d. Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dapat dilaksanakan oleh masing-masing program atau
lintas program;

b. menu alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan

dengan prioritas daerah masing-masing; dan

untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau

sekretaris Dinas Kesehatan Daerah provinsi atau

kabupaten/kota.
Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfis
jenis BOK stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(5) dikoordinasikan oleh Badan perencanaan ~ dan

Pembangunan Daerah atau organisasi perangkat daerah yang

an fungsi

ik Bidang Kesehatan untuk

menyelenggarakan tugas d

penganggaran.

Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehat

asional kesehatan pen
petunjuk

an untuk

.. ) qwasar
jenis kegiatan bantuan OpPeTr g

obat dan makanan dilakukan sesuai dengan
us nonﬁsik yang

garakan (Vg%

makanan-

Operasional penggunaan dana alokasi khus
ditetapkan oleh badan yang menyeleng

Pemerintahan di bidang pengawasar obat dan

12 TAHUN 2021
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 15
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pagq] 10 hury ,
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melaly
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan per jenis kegiatap
yang terdiri atas: |
a. realisasi penyerapan anggaran,
b. realisasi kegiatan; dan
c. permasalahan dalam pelaksanaan.
Laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi e-
renggar.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
akhir triwulan berjalan.

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf f dilakukan terhadap:
a.

b.

ketepatan waktu penyampaian laporan;

realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK
Nonfisik Bidang Kesehatan;

c. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan;

d. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan

e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut 8%
diperlukan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatd”

Daerah provinsi/ kabupaten/kota.

PERATURAN MENTER!I KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021



Pasal 17

(1) Dinas Kesehatan Daerah provinsi sesuai kewenangan, tugas
dan fungsi melakukan pembinaan kepada Dinas Kesehatan
Daerah kabupaten/kota pengelola DAK Nonfsik Bidang
Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota pengelola DAK
Nonfsik Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan, tugas
dan fungsi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
Dinas Kesehatan Daerah provinsi pengelola DAK Nonfisik

Bidang Kesehatan.

BABIV
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 18
Pengelolaan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:
d. penganggaran;
b. pelaksanaan;

c. pelaporan; dan

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 18

Pengelolaan BOK untuk upaya pencegah
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputt:

an dan pengendaliaLn

AuageEi
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(1)

(1)

)

(1)

penganggaran,;
pelaksanaan;
pelaporan; dan

pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

Dalam rangka penganggaran ke dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana BOK

35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40%

(empat puluh persen) untuk upaya pencegahan dan

pengendalian Corona Virus Disegse 2019 (COVID-19).

Pengalokasian dana BOK 35% (tiga puluh lima persen) sampai
dengan maksimal 40 (empat puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk ke
sebagai berikut:
a.

b.

giatan prioritas

benguatan kegiatan tracing dan testing; dan
pengadaan alat pelindung diri,



(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian Corong
Virus Disease 2019 (COVID-19) menu kegiatan, yang terdiri
atas:

a. realisasi penyerapan anggaran;
b. realisasi kegiatan; dan
¢. permasalahan dalam pelaksanaan.

(3) Laporan BOK upaya pencegahan dan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan melalui aplikasi e-renggar.

(4) Pelaporan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 22

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf d dilakukan terhadap:

a.

b.

ketepatan waktu penyampaian laporan;

realisasi penyerapan anggaran setiap menu kegiatan;

C. permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut yang

diperlukan; dan

d.  dampak dan manfaat pelaksanaan.
2)  Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan

Daerah provinsi |/ kabupaten/kota.

Pasal 23
Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang

Pengelolaan keuangan daerah.

PERATURAN unzozr 19
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BABV
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK NONFISIK
BIDANG KESEHATAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 24
Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan

pembinaan kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi pengelola

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Pasal 25
(1) Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah secara
mandiri atau terpadu.

Pemantauan dan evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I pengampu
DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Pemantauan dan evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dilaksanakan oleh unit eselon I pengampu DAK Nonfisik

Bidang Kesehatan atau bersama Inspektorat Jenderd)

Kementerian ~ Kesehatan dan dapat melibatk®”

kementerian/lembaga terkait.

Pasal 26 -
Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Sebagamakaﬁ
. : an
dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 dilaks

: .. pidant
sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik a8

iral
Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lamp=e

ntent
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan M€

n 207!
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1783), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

gt DERATUR
: AN MENTER
|
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2021
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 403

Salinan sesuai dengan aslinya
__Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

7'\

Suridgyo, SH, MKM, M.Hum
“ONIP 196504081988031002
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LAMPIRAN

PERATURAN ~ MENTERI  KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG  KESEHATAN  TAHUN
ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari
Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden
yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM
menjadi kunci Indonesia kedepan, titik dimulainya pembangunan SDM
adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan
balita, kesehatan anak usia sekolah, ini merupakan umur emas untuk

mencetak manusia Indonesia unggul ke depan.
' Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
:;ﬁz}t': diselenggarakan upaya Kkesehatan perorangan dafl upaya
meninggalk:::uaral.(at, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa
ratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan

berkes' .
K "Mambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian
€Sehatap, bertan

Yan g8ung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat

€ berty;
Juan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauarn, dan

P
Rary
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kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup v,
sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optima] melaly
terciptanya perilaku hidup sehat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerap,
mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah saty SUmber
pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranys
untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sehingga Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan
kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Pasal 298 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur belanja
DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan
untuk kegiatan nonfisik.

Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan ini tidak untuk mengambil
alih tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembiayaan
pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-

undangan bidang kesehatan.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

tersebut harus menerapkan Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good

governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak

duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya,
Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman

penggunaan  anggaran yang berisj penjelasan rincian kegiata?

pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan

(Jampersal), Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dar
Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
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B. Kebijakan Umum

Kebijakan umum DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi
uti:

1.

PERATUR
AN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

APBN yang dialokasikan kepada dzijlaih ui:il: o b das

kegiatan operasional bidang kesehatan e mendana
yang merupakan urusan

daerah sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga

daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan

pembangunan kesehatan lebih kreatif serta inovatif dalam

memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan

kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh

pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan.
Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), daerah
dapat memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan

kewenangannya dalam pelaksanaan penanggulangan KLB, misalnya

Outbreak Respons Immunization (ORI), penanganan faktor risiko

termasuk vektor dan lain-lain.

Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait

standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi

daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN,

APBD maupun pembiayaan lainnya.
Dinas Kesehatan Provinsi —merupakan koordinator
monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik

Kesehatan Kabupaten/Kota di
Bidang

dalam

perencanaan, pelaksanaan,
Bidang Kesehatan. Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK
Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pr
Kegiatan dalam Rencana Kegiatan DAK harus mengacu kepada
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun

ovinsi.

21



10.

Anggaran berjalan. Pemilihan kegiatan sesuai dengan Prioritag

dap
permasalahan di masing-masing daerah yang diselaraskay, de

Ngan

" a mencapai priorit : )
prioritas kegiatan dalam rangk pai p as nasiong] biday,
kesehatan.

Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, makg Kepalg Dinag

Kesehatan  Kabupaten/Kota  dapat

mengusulkan kepadg
Bupati/Walikota untuk melimpahkan wewenang KpA kepada Kepaly

puskesmas dalam pelaksanaan BOK sesuai ketentuan Peraturap
perundang-undangan.

Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atay pergeseran

anggaran antar jenis DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; dan

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan mengikuti

ketentuan yang telah diatur
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemulihan kesehatan di daerah sebagai upaya pemulihan ekonomi,

sosial, budaya dan aktivitas kemasyarakatan lainnya sebagai upaya
mitigasi pasca pandemi,

C. Arah Kebijakan

22
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Arah kebijakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi:

Peningkatan kesiapan pelayanan kesehatan di Puskesmas dal2m
upaya penggerakan promotif dan preventif;

pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, percepst®”
Penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi tingkat provins N
kabupaten /Kota;

0 Dael'ah;
Peningkatan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatall
dan

ot
. awasan
Peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan peng das

an
a pant
kesehatan, Pre dan post market industri rumah tangé ususnya

jan
Pengawasan perizinan g sarana pelayanan kefarma®
apotek dan toke obat.

un 207



Tujual
D.
| Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan b g
kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional
bidang kesehatan.

9. Tujuan Khusus

a. mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;

b. mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalyj
pendekatan keluarga;

c. mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan;

d. mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan;

e. mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting; dan

f. mendukung pelaksanaan percepatan penurunan Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

E. Sasaran

1. Dinas kesehatan provinsi;
Dinas kesehatan kabupaten/kota,

2

3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

4. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda); dan
S

Apotek dan toko obat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi
1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi;

2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten/Kot&
3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas;

% Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting;

23
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dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaly, g

daerah dengan mekanisme APBD.

d. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencang Kerja dap

Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi OTganisag;,
prioritas program dalam rangka pencapaian target program
prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimg] yang

dilaksanakan di daerah secara terintegrasi.

Dinas kesehatan kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan Provinsi

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasar pagu
DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang diterima.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Laboratorium

Kesehatan provinsi/ kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya) menyusun RKA berdasarkan alokasi yang
diterima dari Kabupaten/Kota dan hasil RKA dikompilasi oleh
dinas kesehatan kabupaten /kota menjadi RKA dinas kesehatan
atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku.

RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh dinas
kesehatan dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan

Selanja Pemerintah Daerah (RAPBD) apabila alokasi pagu DAX
Nonfisik sudah diterima.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN at!
informas;i

Tesmi mengenai alokasi DAK melalui PO
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturd®
daerah tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daeri
harys menganggarkan D AK dimaksud dengan terlebih dahug
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah ten.ta:n
Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpln

rab
DPRD, e

an
untuk selanjutnya ditampung dalam perattt Lapof
t
ntang perubahan APRD atau dicantumkan dalamang tid
Reahsasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah ¥
melakukan perubahan APBD; dan

26
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Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dimulai bulan
Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan
(tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun
anggaran sebelumnya), dan dituangkan dalam rencana kegiatan

yang rinci setiap bulan.

Pengelolaan

a.

021
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Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) provinsi dikelola oleh
dinas kesehatan provinsi.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kabupaten/kota dikelola
oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas disalurkan
melalui dinas kesehatan kabupaten/kota dan dikelola oleh

Puskesmas.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting dikelola oleh

dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau OPD lain

yang bertanggungjawab untuk urusan perencanaan dan

penganggaran.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kefarmasian dan alat
kesehatan, yang terdiri dari:

an Medis Habis Pakai

1) Biaya distribusi obat, vaksin, dan Bah
(BMHP) tingkat Provinsi; dikelola oleh dinas kesehatan

provinsi untuk penyaluran obat, vaksin dan BMHP ke

instalasi farmasi kabupaten/kota; dan

) Biaya distribusi obat, vaksin, BMHP tingkat

Kabupaten/Kota, pemanfaatan aplikasi logistik obat,
vaksin dan BMHP secara elektronik, serta pembinaan dan

pengawasan toko alkes dan optikal; disalurkan ke dinas
dinas

kesehatan kabupaten/kota untuk dimanfaatkan oleh

i i asi
kesehatan kabupaten/kota ~dan instalasi farm

kabupaten /kota.
27
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BAB II
TATA CARA PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

NONFISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

ESENSIAL

BOK Tahun Anggaran 2021 selain dimanfaatkan maksimal 40% (empat puluh
persen) untuk Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sisanya dimanfaatkan untuk

UKM Esensial dengan kegiatan fokus pada sasaran prioritas RRJMN dan Renstra
7020 - 2024,

A, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi

L,

Tujuan
a. Umum
1) Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat tersier
dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat
sekunder.
b. Khusus
1) Menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat
dari dan ke kabupaten/kota.
2) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya
kesehatan masyarakat ke Kabupaten/Kota.
Sasaran
Dinas kesehatan provinsi.

Penggunaan
Dana BOK tingkat provinsi digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan kesehatan masyarakat tingkat provinsi.

b. Pembudayaan Gerakan masyarakat hidup sehat tingkat provinsi.
c. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit.
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Jenis Pembiayaan

Belanja transpor Jokal.

Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan p,,

ASN.
. Belanja sewa gedung /tenda, sound sistem, kursi.
d. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring.
e. Belanja penggandaan dan pencetakan.
f  Belanja pembelian material pendukung kegiatan

pelatihan/ orientasi/rapat.
g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat.
h. Belanja honor narasumber lintas sektor atau profesi.
i  Belanja honor pengajar.
j. Belanja pemeriksaan sampel/spesimen.
k. Belanja jasa pengiriman sampel/spesimen.
1l  Belanja jasa KIE (media cetak lokal, radio/TV lokal)

m. Belanja Kegiatan Surveilans.

Menu Kegiatan UKM Essensial
a. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat provinsi

1) Penurunan AKI, AKB

a) Peningkatan kapasitas SDM untuk Tim Pelatih di tingk
Kabupaten/Kota

o Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

o Antenatal Care (ANC)- Postnatal Care (PNC)

e Sistem Rujukan Terpadu

b) Surveilens Kesehatan Ibu Anak, Audit Maternal Perinatal

Surveilens Response/Autopsi verbal kematian ibu dan bef

Pengumpulan dan Pelaporan Data KIA terintegr asi

d)  Konvergensi orn®”

Lintas Program/Lintas Sektor,

o isasi i |
rganisasi profesi, akademisi untuk penurunai AKI A
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el KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 202!



contoh
pengawasan pemberian tapjet tambah
remaja putri dan ibu hamil; edukasi cal o 8
on

. engantin:
Gerakan Pekerja Perempuan  Sehat Pengantin;

B : .
perkantoran, pabrik, dll roduktif ¢

e) Kampanye lokal (media ele i

pemberian tablet( tambah ;{:;::E:da::tal.{ kel 'terutama
2) Penurunan Stunting e don o hami

a) Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi)

b) Pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi

c) Konvergensi Lintas Program/Lintas Sektor (LP/LS),
organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi untuk
penurunan stunting terutama pemberian tablet tambah
darah pada remaja dan ibu hamil

d) Pendampingan teknis percepatan akses sanitasi dan
pengawasan air minum aman

Peningkatan kapasitas petugas kabupaten/kota (ke
bila sasaran

giatan

dapat diintegrasikan menjadi satu rangkaian,

peserta sama)
o Tatalaksana Gizi Buruk
o Pemberian Makan Bayi dan Anak

o Proses Asuhan Gizi

Pertumbuhan  dan Perkembangan

o Pemantauan
mbuh

(SDIDTK/Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tu

Kembang)

e Orientasi komunikasi perubahan perilaku
u Balita Sakit (MTBS)

* Orientasi Manajemen Terpad
asyarakat (STBM)

¢ Orientasi Sanitasi Total Berbasis M

* Orientasi Malaria, HIV, Kecacingan, Diare
g & Isi Piringk!

f) Promosi/ kampanye Program Gizi Seimban
mberian tablet

serta faktor spesifik stunting terutama pe
tambah darah pada remaja dan ibu hamil

p "
RATy -
RAN M ,

ENTER w33
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3)

sebagai berikut:

a

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

a) Kampanye lokal (iklan layanan masyarakat, talkshoy,

melalui media elektronik, cetak)
Penggerakan GERMAS berkala, berkesinambungan dj

b)
ibadah, kantor, lintas

semua tatanan (sekolah/ UKS,
sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, forum
pemuda), contoh penggerakan aktivitas fisik pada kelompok

masyarakat, makan buah sayur, gizi seimbang, dll
Pemeriksaan kebugaran jasmani instansi pemerintah,

swasta.
d) Pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas,
sekaligus konseling/ edukasi di instansi pemerintah, swasta

Semua kegiatan diatas, dilakukan melalui mekanisme kegiatan

atau Pertemuan Sosialisasi/Advokasi/ Koordinasi/

Rapat
ggerakan

Konsolidasi/ konvergensi tentang perencanaan, pen
dan pemantauan evaluasi melibatkan lintas program/lintas

sektor.
Fasilitasi/Supervisi/Pendampingan /Bimbingan Teknis/
Monitoring Evaluasi.

Pelacakan dan Konfirmasi kasus.
Rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel da?

dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Kesehat??
Daerah (Labkesda) dinas kesehatan provinsi/ rujuka?

pemerintah.
Penggalangan kemitraan dengan mitra potensial (dunia usah®
i aSi

swasta, Institusi pendidikan, organisasi profesi, organ!

kemasyarakatan, dan lain lain).
an infornflé1Si

Penyusunan, penyediaan dan penyebarluas
al

media elektronik, cetak, luar ruang, dan sosial sest

kebutuhan.
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g Kons. e pusat maksimal 2 (dua) kali untuk tiap konsultasi

2 (dua) orang dalam 1 (satu) tahun.

Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit
Advokasi dan koordinasi Lintas Sektor (LS)/Lintas Program (LP)

dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.
men surveilans rutin, sentinel dan

b.
1)

2) Rujukan pengujian spesi
dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Kesehatan

Daerah  (Labkesda) ~dinas kesehatan ~ provinsi/rujukan

pemerintah.
3) Penyelidikan Epidemiologi

(KLB) sesuai pedoman PE.
an dan pengawasan program Pencegahan dan
(P2P)  bagi dinas kesehatan

Monitoring Evaluasi,

(PE) dugaan Kejadian Luar Biasa

4) Pembina
Pengendalian Penyakit
kabupaten/kota (Bimbingan Teknis,
Supervisi).

Penyusunan dan penyediaan media Komunikas, Informasi dan
Edukasi (KIE) dalam rangka kegiatan promotif dan preventif
penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan

5

jiwa dan napza.
6) Pertemuan koordinasi kegiatan program P2P tingkat provinsi

bagi dinas kesehatan kabupaten/kota secara berkala.
) Belanja Alat Pelindung Diri (APD) untuk surveilans dalam
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama U

rangka
ntuk

Penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak.

Pembj
naan kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
Pasca akreditag
Pert ,
€Muan pembinaan pasca akreditasi Jaboratorium Kesehatan

daera_h ,
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada

pERATUR
35
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laboratorium kesehatan yang telah memperoleh status terakreditag;
aboratoriu i
di lingkup wilayah kerja propinsi tersebut dalam rangka menjamiy

kontinuitas mutu pelayanan dan mutu pemeriksaan di laboratorjupy

Kesehatan.

B.  Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten/Kota
1. Tujuan

a.  Umum

Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder

dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat primer.
b.  Khusus

t
1) Menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyaraka
dari dan ke Puskesmas.

. paya
2) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upay
kesehatan masyarakat.
dan
3) Mendukung terjaminnya  keamanan sarana, prasarand

jian
peralatan di puskesmas dengan melaksanakan peng¥
dan/atau kalibragj.

3

rus
Mendukung peningkatan muty hasil pemeriksaan Labora®®
di Labkesda,

SN an
TSeMilddan

. ral
e egial?
ana BOK tngkat Kabupaten [kota digunakan untuk k
“UaRaAl berikyt

Kep alan Keg he . ten/kota.
~ 7 Resehatan Masyarajat tingkat Kabupa

N 207
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2)
3)
4)
5)

Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat.
Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit.

Pengujian Kalibrasi alat Kesehatan Puskesmas.
Peningkatan Mutu Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah

4. Jenis Pembiayaan

Dana BOK Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk pembiayaan

program dan kegiatan meliputi:

a.
b.

L)

S

B & &

n.

Belanja transpor lokal.
Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non

ASN.
Belanja penggandaan dan pencetakan.

Belanja pembelian material pendukung kegiatan Kesehatan

masyarakat.
Belanja kegiatan pertemuan /meeting didalam kabupaten/kota;

Belanja langganan aplikasi pertemuan daring.
Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat.
Belanja honorarium narasumber lintas sektor dan profesi.

Belanja honorarium pengajar.

Belanja pemeriksaan sampel/specimen.

Belanja jasa pengiriman sampel/specimen.

Belanja kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alkes Puskesmas.
Belanja jasa program Peningkatan Mutu Pemeriksaan (PME)

laboratorium kesehatan Daerah Kabupaten/kota.

Belanja kegiatan surveilans.

S. i
Menu Kegiatan UKM Essensial

1)

PERATUR
AN MENT,
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Penurunan AKI, AKB
a - :
) Peningkatan kapasitas SDM untuk Tim Pelatih di tingkat

Kabupaten/Kota

37



¢ Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

e ANC-PNC

¢  Sistem Rujukan Terpadu
s Kesehatan Ibu Anak, Audit Maternal Perinaty

Surveilens Response /Autopsi verbal kematian ibu dan bayi

Pengumpulan dan Pelaporan Data KIA terintegrasi B
d) Konvergensi LP/LS, ormas, organisasi profesi, akaden.msl untuk
penurunan AKI AKB, contoh pengawasan pemberian tablet
tambah darah bagi remaja putri, ibu hamil’; edukasi calon
pengantin; Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di

b) Surveilen

perkantoran, pabrik, dll
Kampanye lokal (media elektronik/radio lokal dan media cetak

lokal) terutama pemberian tablet tambah darah pada remaja dan
ibu hamil

f)  Supervisi/pembinaan AKI dan AKB ke fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes) tingkat pertama dan rujukan

2) Penurunan Stunting

a) Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi)

b) Pengumpulan dan Pelaporan Data Gizi terintegrasi

¢)  Konvergensi LP/LS, ormas, organisasi profesi, akademisi untuk
penurunan stunting terutama pemberian tablet tambah darah

pada remaja dan ibu hamil

d) Pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum aman
Peningkatan kapasitas petugas kabupaten /kota (kegiatan dap!

diintegrasikan menjadi saty rangkaian, bila sasaran peserta
sama)

tatalaksana Gigj Buruk

Pemberian Makan Bayi dan Anak
*  Proses Asuhan Gizi

Pem i
Det ?{n'tzuan Pertumbuhan dan Perkembangan stimul®*
eks ,
tdan Intervensi pip; Tumbuh Kembang (SDIDTK)

38
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Orientasi komunikasi perubahan perilaku
Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Orientasi STBM

: Orientasi Malaria, HIV, Kecacingan, Diare
Promosi/kampanye Program Gizi Seimbang & [si Piringku dan
faktor spesifik stunting terutama pemberian tablet tambah
darah pada remaja dan ibu hamil
3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
a) Kampanye lokal (iklan layanan masyarakat, talkshow melalui
media elektronik, cetak)

b) Penggerakan GERMAS berkala, berkesinambungan di semua
tatanan (sekolah/UKS, ibadah, kantor, lintas sector, organisasi
profesi, ormas, forum pemuda), contoh penggerakan aktivitas

fisik pada kelompok masyarakat, makan buah sayur, gizi
seimbang, dll

¢/ Pemeriksaan kebugaran jasmanj instansi pemerintah dan
Swasta.

4 Pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas,

sekaligus konseling/edukasi dj instansi pemerintah dan swasta,

* Rapat
AU Pertemyan Sosialisasi/Advokasi/ Koordinasi/
0nsolidag; ,
o das;/ konvergens; tentang Perencanaan, penggerakan dan
antay : . .
Fas, an evalugg; melibatkan lintas program/lintas sektor.
a1/ Super:..: .
Valuas'/ Upervisi/p endamplngan/ Bimbingan Teknis / Monitoring
i
" Pelge
akap 4
4 RuJ'Ukan an Konﬁrmasi kasus,

) perl .
hngkungan en sampy Surveilans rutin kualitas kesehatan
0 Kejadian Luar Biagg (KLB) Keracunan Pangan ke

DEQ
ATUR
AN M
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AT
AN REPURY ¢ INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021~ 39



€.

40

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda),
Provinsi/ rujukan pemerintah.

Swasta,

Dinas Kesehatgy,

Penggalangan kemitraan dengan mitra potensial (dunia Usahg

kemasyarakatan, dan lain lain).

perguruan  tinggi, organisasi profesi, organisag;

Penyusunan, penyediaan dan penyebarluasan informasi melaluly;

media KIE, cetak, luar ruang, dan sosial sesuai kebutuhan.

4)
1)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit

Rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel dan
dugaan KLB, termasuk yang dilaksanakan oleh UPT Labkesda
dinas kesehatan kabupaten /kota.

Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu P2P
ke Puskesmas (Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi,
Supervisi).

Kampanye, sosialisasi, advokasi tentang penyakit menular dan

penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan napza
di tingkat kabupaten /kota.

Penyelidikan epidemiologi,  pelacakan kasus,  rumor,

peénanggulangan dan surveilans penyakit berpotensial KLB serta
masalah kesehatan jiwa.

Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
pembentukan kader Pencegehan dan Pengendalian Penyalt
(P2P) di puskesmas.

Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tenta’ 2
program P2P secara berkala.

ka
Penyusunan dan penyediaan media KIE P2P dalam rangak
kegiatan promotif dan preventif penyakit menular dan tid

menular serta masalah kesehatan jiwa dan napza.

: a
Belanja Alat Pelindung Dir (APD) untuk surveilans dalam ra8
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5)

1.

Pengujian

pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama wuntuk

penyeh'dikan epidemiologi dan pelacakan kontak.

kalibrasi alat kesehatan Puskesmas

Pengujian dan /atau Kalibrasi alat kesehatan bertujuan untuk
menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan,

persyaratan mutu, keamanan, manfaat, dan laik pakai di

Puskesmas.
Pelaksana Pengujian dan/atau Kalibrasi alat kesehatan di

Puskesmas dilakukan oleh:
Balai Pengamanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BPFK);

Loka Pengamanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (LPFK);

atau
Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK) yang memiliki

liin Operasional dari Kementerian Kesehatan dan
terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi dapat dilakukan di
Puskesmas setempat atau ditempat lain yang dikoordinasikan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, atau dikirim
ke Institusi Penguji (BPFK/LPFK/IPFK).
Pembiayaan Pengujian dan/atau Kalibrasi alat kesehatan di
Puskesmas mencakup biaya:
4. transportasi dan akomodasi untuk petugas kalibrasi.
b. jasa layanan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan.
¢ pengiriman (PP) Alkes Puskesmas ke Dinas Kesehatan atau
Institusi Penguji (BPFK/LPFK/IPFK).
Institys; Penguji (BPFK/LPFK/IPFK) yang telah melaksanakan
pfngujjan dan/atau Kalibrasi harus melaporkan alat yang telah
diuji / kalibrasi ke sistem informasi ASPAK melalui aplikasi

Monitor .
ltonng pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

P
41
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0.

Peningkatan Mutu Pemeriksaan L

abkesda (Pemantapap Muty,
Eksternal (PME)

Peningkatan Mutu Pemeriksaan di Labkesda (PME) adala,
pPembiayaan untuk me
labkesda

Pe

njamin kualitas hasil pPemeriksagp d&
melalui  keikutsertaan dalam Program Nasiong

mantapan Mutu Eksternal (PME) yang diselenggarakan oleh

penyelenggara PNPME sesuai Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 400 Tahun 2016 tentang penunjukkan 4 (empat) BBLg

(Balai Besar Laboratorium Kesehatan) sebagai penyelenggara

PN-PME.
Pembiayaan untuk kegiatan ini dialokasikan untuk 3 (tiga) tahapan,
sebagai berikut:
1)

3)

Pertemuan persiapan penyelen

ggaraan kegiatan PME dalam wilayah
kabupaten /kota.

,» dengan alokasi
anggaran adalah

(@) Belanja Jasa

sebanyak 2 (dua) siklus pertahun, Sebanyak 5 (lima) p

aket uji
PME untuk setiap siklusnya (total 10 paket).

Pendaftaran harus dilakukan gj
keikutsertaan sebanyak o (dua)

Pendaftaran keikutsertaan program

awal tahun untuk
siklus, Mengingat waktu

PME oleh penyelenggara (4
BBLK) sejak siklys | dilakukan diawal tahyp anggaran. Hal in!
agar menjadj Perhatian, agar tidak t

dalam program, PME.
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Bantuan Oper

1s

asional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Tujuan
a. Umum
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarak
yarakat

(promotif dan preventif) di wilayah kerja Puskesmas.
p. Khusus
1) Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif dj wilayah
kerja puskesmas; '

2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas;

Sasaran

Puskesmas.

Penggunaan
Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat

digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan
preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya

Penggunaan BOK di Puskesmas tersebut meliputi:

a. Pelaksanaan Gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja.
b. Kegiatan Kesehatan masyarakat tingkat Puskesmas.

¢. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit.

d. Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat.

:- Pemicuan STBM Desa Lokus

P .
g Fen}’edlaan tenaga dengan perjanjian kerja
ungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2 dan P3)

Jenis p €mbiayaan

Dana Bok 4i
K di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai

egiatan .
Priori .
Pembjq, ritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis
Yaan tersebut meliputi:

ATUR
AN Mg
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a. Belanja transpor lokal petugas Kesehatan, kader, pendampinga,
mahasiswa serta lintas sektor.

b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar wilayah kerja puskesmag

bagi ASN dan non ASN di dalam Kabupaten/Kota maksimal 4 (empat

kali masing-masing 5 (lima) orang dalam se-tahun.
c. Belanja pembelian material pendukung kegiatan Kesehatan

masyarakat.

d. Belanja pencetakan dan penggandaan media KIE.

e. Belanja kegiatan pertemuan di dalam wilayah kerja puskesmas.

Belanja honor tenaga kontrak.

f.

g. Belanja honor narasumber maksimal 12-20 jam dalam setahun.

h. Belanja pemeriksaan sampel (termasuk pemeriksaan seleksi
awal /screening calon pendonor darah dalam rangka mendukung
P4K).

i Belanja jasa pengiriman sampel/specimen.

j. Belanja Paket Data Layanan Internet.

k. Belanja Kegiatan Surveilans.

Belanja perjalanan dinas luar daerah tidak diperuntukan untuk |

melakukan studi banding, tidak untuk melakukan atau menghﬂdil’i |

luar wilayah kerja/kabupaten/kota, tidak untuk

|
rapat/pertemuan di :

konsultasi ke provinsi. Dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkd?
untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah»
dan lain-lain) dan elektronik.
5. Menu Kegiatan UKM Essensial
a. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas
1) Penurunan AKI, AKB
a) Penyeliaan fasilitatif
b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahaﬂ

Komplikasi (P4K) terintegrasi desa siaga

P
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Orientasi kader, tokoh masyarakat, tokoh agama

fasilitator/tenaga pendamping desa
d) Pengawasan minum TTD dan Pelaksanaan UKS
(pemeriksaan Kesehatan, TTD rematri, edukasi gizi
seimbang, edukasi Kesehatan reproduksi, lingkungan
sehat)
e) Pendataan & pemutakhiran sasaran program kesehatan
(KIA, Gizi, kasus penyakit, Triple eliminasi HIV-
AIDS/TB/Malaria pada ibu hamil)
f) Pelacakan dan pendampingan kasus ibu dan bayi dengan
faktor risiko dan komplikasi melalui Pemantauan Wilayah
Setempat/PWS KIA dan PIS PK
g) Penemuan kasus kematian Wanita Usia Subur/WUS, ibu
dan bayi serta pelaksanaan autopsy verbal
h) Pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan slide/sedian
darah malaria

i) Pelaksanaan kegiatan KIA di Kelas Ibu (termasuk senam
ibu hamil), Posyandu, Pos UKK, Poskesdes, calon
pengantin di KUA
2] Penanggulangan Stunting
a) Penimbangan rutin balita; Pemantauan tumbuh kembang
balita di Posyandu, PAUD, TK; Pelaksanaan bulan
penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada
rematri dan ibu hamil

b) Pemberdayaan masyarakat, kader, guru, toma, toga, di level
kecamatan

¢) Inspeks; Kesling, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, Stop

BAB Sembarangan
4) Pendataan & pemutakhiran sasaran program kes (KIA, Giz,
gy 45
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e) Pelacakan dan pendampingan penduduk dengap risig
masalah KIA Gizi (pendekatan PIS PK)

f) Edukasi, konseling Pemberian Makan Bayi Anak AY)
Eksklusif, dan Gizi seimbang

g) Pemberian Makanan Tambahan bumil KEK dan bality
kurus berbahan baku lokal, Vitamin A, TTD ibu hamj dan
Rematri, pengawasan minum TTD

h) Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungap
rumah, sweeping balita yang tidak datang ke Posyandu

1) Pembinaan Posyandu, Poskestren, Posyandu Remajq,
Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya.

3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

a) Pemeriksaan kebugaran jasmani tingkat kecamatan

b) Senam bumil, lansia dan kelompok komorbid

c) Pemeriksaan kesehatan berkala, pengukuran obesitas,
melalui UKBM (Posbindu, Posyandu lansia/remaja,Dasa
Wisma, Karang Taruna, Pos UKK, dll)

d) Konseling /edukasi gizi seimbang

€) Penggerakan masyarakat tentang GERMAS (tokoh
masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, dl),

antara lain penggerakan aktivitas fisik masyarakat, makan

buah sayur, pemeriksaan kesehatan berkala, dll
f)  Penyebarluasan informasi

lokal/tradisional

melalui media spesifik

4)  Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan pencegahan dat
pengendalian penyakit menular, tidak menular dan masalal
kesehatan jiwa & napza serta Operasional kegiatan siste™

kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa dar

kegiatan lainnya yang terkait Pencapaian prioritas nasional.
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(@) surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasg (KLB)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Surveilans Kejadian lkutan Paska Imunisasi (KIPI)
pelaksanaan imunisasi dasar dan lanjutan,
Surveilans aktif Rumah Sakit dan Yankes swasta
untuk kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya.
Validasi sasaran, hasil cakupan imunisasi dan Rapid
Convinience Assessment (RCA).

Verifikasi rumor dugaan KLB.

Respon cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
(SKDR).

Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit
berpotensi KLB.

Pelacakan kasus ikutan atau hasil reaksi minum obat
pada Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM).
Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB
dan penanggulangan KLB.

Analisa hasil PE dan diseminasi informasi di wilayah
kerja puskesmas.

Pemantauan kontak.

Pelaksanaan surveilans migrasi malaria.

Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit
berpotensi KLB termasuk Penyakit Infeksi Emerging

(PIE) di masyarakat.
Surveilans penyakit pada situasi khusus dan bencana.

Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan
pengendalian penyakit.

Surveilans binatang pembawa
nfirmasi.

PD) untuk surveilans

penyakit serta

pengiriman spesimen untuk ko

Belanja Alat Pelindung Diri (A
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dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
terutama untuk penyelidikan epidemiOIOgj o
pelacakan kontak.
(b) Deteksi Dini & Penemuan Kasus
(1) Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, M aleiy

dan penyakit menular lainnya pada Ibu hamil gq,
kelompok berisiko.

(2) Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dgy

Posyandu lansia.

(3) Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus

mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan

gangguan jiwa serta penyakit lainnya.
(4) Kunjungan ulang kasus Acute Flaccyd Paralysis (AFP)

(5) Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan
napza.

(c) Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Faktor Risiko
(1) Pelayanan imunisasi rutin baik imunisasi dasar

maupun imunisasi lanjutan serta pengenalan antigen
baru.

(2) Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada

orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
kepada guru dan wali murid.

(3) Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk
pencegahan penyakit.

#)  Advokasi/sosialisasi/lokakarya Jrapat koordinas!
Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terka!

pencegahan dan pengendalian penyakit.
(S)

Penyediaan bahan medig Komunikasi, Informasi da?
Edukasi (KIE).

(6) Pendataan Sasaran POPM.
(7) Pengambilan obat POPM ke dinas kesehaltalll
kabupaten /kota.
48
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(8) Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM

imunisasi dan penyakit menular lainnya

(9)  Pengendalian vektor nyamuk (Pemberantagay Sarang

Nyamuk, larvasidasi, fogging, Indoor Residual Spraying

(IRS), modifikasi lingkungan),

(10) Pemantauan jentik secara berkala.

(11) Survei habitat jentik dan nyamuk dewasa.

(12) Distribusi kelambu ke kelompok sasaran dj desa.

(13) Monitoring penggunaan kelamby malaria,

(14) Pengawasan standar baku muty pengendalian vektor
dan binatang pembawa penyakit.

(15) Evaluasi pengendaian vektor dan binatang pembawa
penyakit.

(16) Penerapan  Kawasan Tanpa  Rokok (KTR)
untuk konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di
puskesmas.

(17) Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok
(UBM) di Puskesmas bagi kader kesehatan
masyarakat.

(18) Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan
pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak
menular oleh petugas puskesmas.

(19) Pengendalian faktor risiko lainnya yang dapat
menimbulkan penyakit pada situasi KLB, situasi
khusus dan bencana.

Pengendalian Penyakit

(1) p endampingan penderita penyakit menular menahun.

2)

3)

Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza.
Validasi data laporan hasil POPM dan manajemen
kasus filariasis.

4) KUUJUHgan rumah untuk tatalaksana/manajemen

kasus filariasis.
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5)

6)

(5) Follow up tatalaksana dan Pencegahap Cacat kag
kusta dan penyakit menular lainnyg g erta gap Us
jiwa. S
() Pemberdayaan Masyarakat
(1) Pembentukan kader kesehatan Program pop.
(2) Orientasi/pembekalan/peningkatan kapasitag SDyy
bagi kader kesehatan untuk peningkatan P2p.
(3) Pertemuan berkala kader kesehatan untuk pop.

(4) Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh
petugas puskesmas.

(5) Koordinasi terpadu lintas program/lintag sektor

tentang pencegahan dan pengendalian penyakit
tingkat puskesmas

Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas

Penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkan
desa STBM dan pengawasan kualitas air minum terutama untuk
daerah lokus STBM. Kegiatan meliputi pemicuan, identifikasi
masalah dan analisis situasi (IMAS) perilaku kesehatan,
monitoring paska pemicuan, penyusunan dan update peta
sanitasi dan buku kader, gerakan cuci tangan pakai sabun,
gerakan higiene sanitasi sekolah, surveilan kualitas air minum,
verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Adapun
besaran anggaran kegiatan pemicuan sanitasi total berbasis
masyarakat (STBM) tahun anggaran berjalan adalah sebesar R
7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa.
Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat

Penyediaan operasional upaya kesehatan masyarakat e
dilaksanakan olep Nusantara Sehat berbasis tm Ya:j
ditempatkan dj Puskesmas. Kegiatan yang dilaksanaka? “

u
5 . s terSeb
terintegrasi dengan kegiatan Puskesmas dimana tim

P 202!
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berada dan dapat melibatkan-NS Individu apabila di Puskesmas
tersebut juga terdapat NS Individu. Penyelenggaraan kegiatan
oleh NS Tim dan NS Individu yang ada di Puskesmas yang sama
untuk melakukan inovasi sesuai proposal/ proyek perubahan
yang disusun sepanjang sesuai dengan program yang ada di
Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan
alokasi anggaran dukungan operasional UKM Tim Nusantara
Sehat dengan berpedoman petuntuk Teknis penggunaan DAK
Nonfisik.

7) Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja

Penyediaan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku,
tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga epidemiologi,
ahli teknologi labotorium medik, apoteker, dan tenaga
administrasi keuangan di Puskesmas, maksimal 4 orang tenaga
per Puskesmas dengan sistem perjanjian Kkerja. Penetapan
maksimal 4 orang tenaga tersebut berdasarkan prioritas
kebutuhan tenaga dengan kualifikasi persyaratan yang telah
ditentukan.

Proses penerimaan dan seleksi tenaga dilaksanakan oleh
dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan pembahasan
melalui aplikasi Rencana Kebutuhan (Renbut) dan SI SDMK, jika
tenaga-tenaga tersebut sudah lengkap dapat dilakukan juga
perekrutan/ pengusulan berdasarkan analisis beban kerja,
sedangkan ikatan perjanjian kerja ditandatangani oleh kepala
Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan, serta evaluasinya
menggunakan aplikasi SI SDMK.

Persyaratan kualifikasi tenaga tersebut meliputi:
1) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
Pendidikan minimal D3 Promosi Kesehatan/D3
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Kesehatan Masyarakat Diutamakan Jurusan/pemmat
Promoni Kesehatan/Hmu Perilaku, diutamakay memlhk-
pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangny,_ !

M) Tenaga Sanitasi Lingkungan
Pendidikan minimal D3 Kesehatan ngkungan/D

Kesehatan Lingkungan Kesehatan MaSYarak
Diatamakan |un|s.m/pcm1ndtdn kesehatan hngkUng
dintamakan memiliki pengalaman kerja minima] 1 tahun @i
bidangnya.

3) Tenaga Nutrisionis

Pendidikan minimal D3 Gizi/D3 Bidang Kesehata,
Masyarakat, diutamakan jurusan/peminatan gz dan
diutamakan memiliki pengalaman kerja minima] 1 tahunp g
bidangnya

4) Tenaga Epidemiologi

Pendidikan minimal S1 Kesehatan Masyarakat
diutamakan jurusan/peminatan epidemiologi, diutamakap
memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya,

5) Tenaga administrasi Keuangan

Pendidikan  minimal D3 Ekonomi/Akuntans;,
diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di
bidangnya.

6) Ahli teknologi labotorium medik

Berpendidikan minimal D3/D4 analis kesehatan
(laboratorium), diutamakan yang memiliki pengalaman
kerja minimal 1 tahun di bidangnya

7)  Apoteker

Berpendidikan profesi apoteker, dan memiliki STRA

aktif, serta diutamakan berdomisili di Kabupaten/Kota
setempat.
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Ketentuan perihal perjanjian kerja mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
ketentuan yang diatur meliputi:

1) Usia pada saat pengangkatan maksimal 36 tahun.

2) Diberikan honor sesuai UMR atau ketentuan lain yang
berlaku di daerah, termasuk Jaminan Kesehatan
Nasional.

3) Kepala Puskesmas menetapkan target kinerja bulanan
secara tertulis (output-based performance).

4) Diberikan pendapatan lainnya yang sah/ sesuai
peraturan yang berlaku.

5) Lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaran yang
berlaku pembiayaan bersumber dari dana BOK

Puskesmas.

8) Penyelenggaraan Fungsi Manajemen Puskesmas
Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi
perencanaan (P1l), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui
lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian dan

penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi

lintas sektor lainnya.

D. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting

L. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam

percepatan penurunan prevalensi stunting.
b.  Khusus

1. Mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor

dalam percepatan penurunan prevalensi stunting
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

percepatan penurunan prevalensi stunting.
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Jasaran |
- hupaten/Kota dan Puskesmas

a L8 & \ e l(l‘
l‘ I/IH"I\ SCK {a l(a u en

kelurahan/desa

Penggunaan | 1 |
| : iteta 1 .
Program percepatan penurunan stunting telah d pkan se

( < >

\ prioritas dan merupakan komitmen baik di tingkat Nasiong]
progran $

upun di daerah Sejak tahun 2018, pemerintah telah mengalokasika,
ma ; .

anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk DAK nonfig;

untuk stunting sebagai dukungan, Khususnya untuk konvergens;

koordinasi dan konsolidasi program stunting di kabupaten/kota. Paqy
tahun 2021 telah ditetapkan 360 kabupaten/kota sebagai lokyg
percepatan penurunan prevalensi stunting.

Dana BOK stunting untuk kabupaten/kota lokus digunakan dalam
intervensi percepatan penurunan stunting di daerah melalui kegiatan
koordinasi, konvergensi dan konsolidasi sebagai berikut:

a. Penyusunan Regulasi daerah terkait stunting, termasuk regulasi dan
Strategi komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting
tingkat Kabupaten /kota.

b. Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting.

Pelaksanaan rembuk stunting.

d Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama
kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan
balijta, optimaliasi dana desa untuk intervensi stunting termasul
peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP
terkait stunting: implementasi KAP dap Penggerakan masyarakat.

€ Pengukuran dan publikasi Stunting.

£ Pencatatan ¢
hasil an Pelaporan (termasyk dokumentasi) intervensi dan

g



Jenis P embiayaan
manfaatan dana BOK stunting untuk pembiayaan berbagai

pe
Kegiatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi percepatan stunting
meliputi:
a Belanja transpor lokal.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN

b.

dan non ASN.

c. Belanja pembelian material pendukung kegiatan Kesehatan
masyarakat.

d. Belanja pertemuan / meeting.

e. Belanja penggandaan dan percetakan.

f  Belanja honor narasumber/tenaga ahli pada pertemuan /meeting

g. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring.

g Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian dan alat kesehatan

1. Tujuan

a. Umum
Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang

kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional

bidang Kesehatan.

b. Khusus
1) Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin

esensial serta BMHP di Puskesmas;
2) Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP di
Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai standar; dan
3) Mendukung upaya pelaksanaan pengawasan post market serta

pembinaan dan pengawasan toko alkes dan optikal di

Kabupaten /Kota.
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2. Sasaran

Dinag Keschatan P

Kabupaten/Kota,

rovinsi/Kabupaten/kota dan Instalagi F
Armagj Proy:
Vlns.
1

3 Pengpunaan

56

a.

BOK Kefarmasian d

antara lamn:

1)

3)

4)

1)

Jenmis Keglatan

an alat kesehatan digunakan Untuk
Clatay,

Distribusi  obat, vaksin dan BMHP dsi Proyi
nsj
Kabupaten/Kota (bagi Dinas Kesehatan Provinsi), ke

Distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Kabupatep

/Kota ke
Puskesmas.

Pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat ¢
an

BMHP secara elektronik (bagi Kesehat
an

Kabupaten/Kota).

Dinas

Pembinaan dan Pengawasan Toko Alkes dan Optikal (bagi Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota)

Menu Kegiatan

Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP darj Instalasi Farmasj

Provinsi ke Kabupaten /Kota, dapat digunakan untuk:

a) Biaya perjalanan dinas/ transpor bagi petugas Instalasi
Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
Kepala Daerah menetapkan ketentuan biaya perjalanan
dinas atau transpor bagi petugas Instalasi Farmasi Provinsi
ke Instalasi Farmasi Kabupaten /Kota.

b) Biaya bahan bakar atau biaya sewa alat transportasi
distribusi obat serta biaya bahan pengepakan obat, vaksin
dan BMHP. Biaya sewa dimaksud adalah untuk satu kel
pengantaran. iy

¢) Jasa pengiriman melalui penyedia jasa ekspedts

pengiriman barang.

d) Biaya tenaga bongkar muat.

UN 2021
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) Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota ke puskesmas, dapat digunakan untuk:
a) Biaya perjalanan dinas/transpor bagi petugas Instalasi
Farmasi Kabupaten/Kota ke puskesmas. Kepala Daerah

menetapkan ketentuan biaya perjalanan dinas atau

transportasi;
b) bagi petugas
puskesmas;
Bagi kabupaten pemekaran,

perjalanan dinas/transpor petugas Instalasi
an ke Instalasi Farmasi Kabupaten

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke

dapat digunakan untuk biaya
Farmasi

Kabupaten pemekar

induk;
Biaya bahan bakar atau biaya sewa alat transportasi

distribusi obat serta biaya bahan pengepakan obat, vaksin

dan BMHP. Biaya sewa dimaksud adalah untuk satu kali

pengantaran,

Jasa pengiriman melalui penyedia jasa ekspedisi
pengiriman barang; dan
f)  Biaya tenaga bongkar muat.

3) Dukungan pemanfaatan sistem informasi logistik obat dan

BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

dapat digunakan untuk:
a) Pendampingan manajemen logistik obat dan BMHP,

termasuk pengumpulan data indikator ketersediaan obat
dan vaksin esensial dengan mengundang petugas
puskesmas dan kegiatan pengembangan sistem informasi
logistik obat dan BMHP sesuai ketentuan Kementerian
Kesehatan, Pelaksanaan kegiatan dapat dengan 2 metode,

yaitu daring (online) atau luring (offline);
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kefarmasian dan alat Kesehatan

) Alokasi BOK t.
Jakan untuk membiayai langganan jasa idg),
IR AN pertemu

dign
during.
ya perjalanan dine
| ) ; petuga
kabupaten/kota untuk .
melakl.lk
an

) ha 1s atau transportasi bagi

dinas keschatan

sultasi pemanfaat

BMHP sccara clektronik ke  provinsi. Pelay
. ang

nya diperbolehkan paling banyak s " an

Ua)

konsultasi hé
clama 1 (satu) hari diluar perjalanan
dan Paling

ilakukan 4 (empat) kali dalm setahun. Tat,
Carg

an sistem informasi logistj
stik ob
at q

Kot

orang s

banyak d

perjalan dinas atau transportasi yang di tetapkan der,
gan

peraturan yang berlaku dan biaya langganan internet Van
hanya berupa paket data dengan kuota paling banyak 6g

(enam) Gb per bulan.

4) Pembinaan dan pengawasan toko alkes dan optikal dapat
a

digunakan untuk:
Pendampingan pembinaan dan pengawasan toko alkes dan

optikal di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan

a)

kegiatan berupa pertemuan dengan melibatkan para pelaku
usaha sebagai peserta sesuai ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan kegiatan dapat dengan 2 metode, yaitu daring
(online) atau luring (offline); dan
b :
) ;‘dlokam BOK kefarmasian dan alat Kesehatan tidak
igunakan untuk iayai
' uk membiayai langganan jasa pertemuan
during.
¢) Biaya perjalanan di
o dinas atau transportasi bagi petugas dinas
ehatan kebupaten/kota untuk inspeks!
saranan toke o] melakukan 1nspe
e at Kesehatan dan optikal. Tata car?
yelenggaraan mengacy j
. pada ketentuan perjaland®
as atau transport yang ditetapk turat
yang berlaica etapkan dengan pera
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5) Pemanfaatan dana BOK Kefarmasian dan alat kesehatan
memiliki persyaratan sebagai berikut:

a)  Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh Provinsi yang
akan menggunakan dana distribusi obat, vaksin dan BMHP
Provinsi ke Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

(1) Permintaan obat menggunakan surat permintaan
yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dengan lampiran perhitungan
pemakaian rata-rata dan sisa stok di instalasi farmasi
kabupaten/kota, kecuali untuk kebutuhan bufferstock
menggunakan metode push distribution;

(2) Memiliki prosedur/SOP yang terdokumentasi untuk
distribusi obat ke instalasi farmasi Kabupaten/Kota;
dan

(3) Memiliki struktur organisasi dan petugas yang
menangani distribusi obat.

b) Persyaratan umum yang harus dipenuhi Kabupaten/Kota
yang akan menggunakan dana distribusi obat, vaksin dan
BMHP Kabupaten/Kota ke puskesmas, sebagai berikut:

(1) Permintaan obat sesuai format Laporan Pemakaian
dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari kepala
puskesmas;

(2) Memiliki prosedur/SOP yang terdokumentasi untuk

distribusi obat ke puskesmas; dan
(3) Memiliki struktur organisasi dan petugas yang
menangani distribusi obat.
¢) Persyaratan umum yang harus dipenuhi Kabupaten/Kota
yang akan menggunakan dana pembinaan dan
pengawasan toko alkes dan optikal, sebagai berikut:
(1) Terdapat sarana toko alkes dan/atau optikal di
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F.

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupatep, /Kota.

) Memiliki prosedur/SOF yang terdokumentag; |,
) "

melakukan pembinaan dan pengawasan to}, ”
€s

dan optikal; dan
struktur organisasi dan petugyg
Yang

(3) Memiliki
dalam melakukan pembinaay dan

kompeten
pengawasan toko alkes dan optikal.
pelaksanaan BOK Kefarmasian dan alat kes@hatan,

d) Dalam
harus mempertimbangkan

provinsi/ kabupaten/kota
Kkondisi sarana dan prasarana yang memadai.

Jaminan Persalinan (Jampersal)

1.

60

Tujuan
a. Tujuan Umum
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin

dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang

kompeten.

b. Tujuan Khusus
1) Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan yang kompeten;
2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan

nifas serta bayi baru lahir; dan
3) Meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil,

bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jenis Pembiayaan
2. Belanja rujukan Persalinan.

b.  Belanj '
¢lanja sewa dan operasiong] Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).




Belanja dukungan biaya persalinan.

o
boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak

Dana J ampersal tidak
ung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi

langs
membangun RTK dan membeli furniture RTK.

Penggunaan
persal dapat digunakan antara lain untuk:

Jam

a) Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa
alat transportasi).

p) Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak

mempunyai jaminan kesehatan.
gu kelahiran:

Sewa dan operasional rumah tung
m untuk ibu hamil, ibu nifas dan

1) Penyediaan makan dan minu

pendamping di RTK.

2) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (listrik, air,

kebersihan).
3) Biaya pemeliharaan dan rumah tunggu kelahiran.
5. Kebijakan operasional J ampersal
an untuk memobilisasi persalinan ke

a. Dana Jampersal diarahk
yang kompeten sehingga tidak terjadi

fasilitas pelayanan kesehatan
merujuk, melakukan pencegahan dini

keterlambatan dalam
plikasi baik dalam kehamilan, persalinan

terhadap terjadinya kom
ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan

komplikasi pada bayi baru lahir;
oleh digunakan untuk membiayai kegiatan

b. Dana Jampersal tidak b
lalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun

yang telah dibiayai me
sumber dana lainnya;
c. Dana Jampersal tidak

jampersal tahun sebelumnya;
d. Penyediaan RTK mempertimbangkan SDM di daerah dan kebutuhan

bisa digunakan untuk membayar klaim

lapangan;

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 61



Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik

biava sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan Yang b
- erlak
U

gy

Penerima Bantuan Iuran (PBI); pada

{ Dinas  keschatan  kabupaten/kota menghitung "
EbUt

Uhgy

n

: P tuk Wil
kabupaten/kota sesuai dengan prioritas; Yah

pemantaatan dana jampersal masing-masing kegiatan i

2. Pembavaran kegiatan Jampersal menggunakan Sistem klaj
m dar
ar

fasilitas  pelayanan  kesehatan  kepada  dingg Kesel
Sehat
an

kabupaten/kota;
h. Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jam

; Persg)
dapat menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang Jap,

Persq]

meliputi:

1) Sasaran Ibu hamil/ibu bersalin dan bayi baru lahir yang akay
menerima bantuan Jampersal. Secara prinsip, jampersa] bisa
dimanfaatkan oleh seluruh ibu atau bayi meskipun bukan
penduduk tetap, tidak mempunyai KTP, berdomisili di luar
wilayah kabupaten/kota atau berpindah-pindah dengan
memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu yang beluy
memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain;

2) Standar biaya umum (SBU) untuk transpor lokal, sewa mobil
dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang
mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke
fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak
tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas;

3) Kriteria miskin dan tidak mampu (persyaratan dan administrasi
tidak boleh menghambat pemberian pelayanan); dan

4) Penetapan Fasyankes yang kompeten dalam pertolongal
persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan sertd
penetapan fasyankes rujukan untuk perawatan ibu hamil risik®

tinggi dan penanganan komplikasi, mengacu pada peraturé?

yang berlaku.

1
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a.

Ketentuan lebih lanj
! njut tentang penge !
. . pengelolaan dan pemanfaatan
dana Jampersal diatur di daerah sesuai dengan peraturan yang
8 - f :
- )
berlaku  dengan menerbitkan - peraturan - dacrah/peraturan

Rupati walikota/ keputusan bupati/walikota,

fenu hegiatan

Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa

alat transportasi):

1) Biaya transportasi (pergi pulang) dari rumah ke RTK, dari
rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dari
RTK ke fasyankes kompeten, dan antar fasyankes;

2) Transportasi dapat kendaraan umum, kendaraan dinas,

Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;

Transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi

meninggal; dan

4) Bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan
atau letak geografis yang ditempuh sulit, Petugas kesehatan
pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas
sesuai peraturan yang berlaku.

a) Sasaran
(1) Tbu hamil dengan faktor risiko tinggi atas dasar

indikasi yang memerlukan rujukan ANC;

(2) Ibu hamil yang akan bersalin,

(3) Ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi atas
dasar indikasi yang memerlukan rujukan;

(4) Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan

(5) Petugas kesehatan pendamping rujukan.

b) Persyaratan Sasaran
Miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan

kesehatan (JKN) atau Jaminan /asuransi lain. Bila sasaran
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o

prioritas sudah terpenuhi, makg biayg tran
bpr’l"taa: .

dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi 14 B
. ’ Oyg , =
tidak duplikasi pembiayaan. “Sal,

b. Dukungan biaya persalinan bagi ibu hami] miskipn |

mempunyai jaminan kesehatan meliputi kegiatan sebag

1) Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat ip,

2)

3)

4)

d)

6)

7)

8)

9

Jang .
~ Lir*aj(

. Bt
* berjp .

apdip, s
Lq;

Mplikag .
indikasi medis; tag

Sakit bagi ibu hamil dengan faktor risikq /%o

Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap g; y
Um
dis;
pelayanan ibu hamil dengan persalinan norma, bersay
an

Sakit bagi ibu hamil risiko/komplikasi atas indjj asi me ah

komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan

Ektopik Terganggu (KET) dan Mola Hidatidosa, histerektomi

akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainny,.

Skrining COVID-19 (pemeriksaan darah/rapid test) pada iy,

hamil sebelum persalinan

Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);

Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN,

yang dilakukan sebelum 42 (empat pupuh dua) hari pasca
persalinan;

Ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah
pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali,
dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat pupuh dua)
hari setelah bersalin;

Pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu
pengguna Jampersal;

Bayl baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes d@
mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibi&}”
jampersal Sampai 28 (dua puluh delapan) hari. Jika maSlh.
memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) 1%

1
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C.

maka harus dicari sumber pembiayaan di luar Jampersal;

10) Besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif
JKN atau Peraturan Daerah yang telah ditetapkan; dan

11) Lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas ditentukan
oleh daerah, maksimal sampai dengan 42 (empat pupuh dua)
hari pasca persalin dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua
puluh delapan) hari.

a. Sasaran,
Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru
lahir
b. Persyaratan Sasaran,

() Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru
lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki
jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/ asuransi lain;

(b) Ibu hamil yang memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan
ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi
antar daerah; dan

(¢ Khusus untuk SHK, bayi yang lahir dari ibu hamil
miskin dan tidak mampu yang belum memiliki
jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan /asuransi lain
dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta penerima
bantuan iuran (PBI) JKN.

Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

1) Biaya sewa rumah termasuk petugas kebersihan, biaya
langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan (tidak
diperuntukkan honor petugas kebersihan) berlaku untuk 1
tahun anggaran.

2) Biaya Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang
ada di RTK.

3) Sasaran
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1)

Seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi bapn, lahj,

- c mandang stat Yang
memerlukan RTK tanpa meé g atus ekonomi

kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak me

mﬂiki

KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan kOOrdin ‘
aSl

antar daerah; dan diutamakan bagi ibu hamil, iby nifas g

baru lahir

yang mempunyal akses sulit.

Kriteria khusus:

a)

b)

d)

g)

h)

rumah layak dan siap huni lengkap dengan furnityre dan

alat kebersihan;
merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun

oleh pemerintah desa (bukan ruangan fasyankes, hote

atau penginapan);
RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa

uang sewa;
lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasyankes

kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan

normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dap

neonatal,

setiap kabupaten/kota dapat menggunakan dana

Jampersal untuk sewa RTK sesuai kebutuhan di dekat
faskes yang kompeten yang ditetapkan sebagai rujukan
dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/nifas/BBL
risiko tinggi dengan komplikasi, sebelum dan/atau setelah
persalinan;

jika diperlukan RTK dapat disediakan didekat fasyankes
rujukan di luar wilayah;

waktu tempuh RTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit;

dan
pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak

ada petugas kesehatan yang berjaga.
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L.

kungan Akreditasi Puskesmas

Tujuan

a.

Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutuy de
ngan

mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

p. Tujuan Khusus:

)

2
3)

4

Sasaran

Mendorong Puskesmas melakukan upaya perbaikan muty
secara berkesinambungan.

Mendorong Puskesmas melakukan pelayanan sesuai standar
Upaya percepatan pencapaian target Persentase FKTP sesuai
standar yaitu Puskesmas yang memenuhi standar akreditasi
FKTP, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Pemenuhan Standar Akreditasi pada FKTP sebagai upaya untuk
memenubhi target FKTP terakreditasi dalam RPJMN sebagaimana
yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 tahun
2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024.

Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dengan lokus

adalah Puskesmas yang diusulkan.

Penggunaan

4 Persyaratan Teknis untuk akreditasi Puskesmas:

1)

Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten /Kota yang memuat kriteria Puskesmas sasaran DAK
Nonfisik akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2021:

a)  Puskesmas teregistrasi di Pusat Data dan Informasi

Kementerian Kesehatan;
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2)

3)

b)

d)

e)

Puskesmas memiliki izin operasional yang masih berlaku-
puskesmas memiliki dokter umum;

Jabatan Kepala Puskesmas sesuai Peraturan Menteﬁ
Kesehatan yang mengatur mengenai Pusat Kesehaty,
Masyarakat; dan

Puskesmas tidak sedang dilakukan pembangunan pada

tahun 2021.

Ketentuan untuk pengalokasian honorarium berdasarkap pads

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun 2021 yang diatur sebagai

berikut:

a)

b)

Honorarium narasumber maksimal 3 jam per harj per
orang; |
Honorarium narasumber pelaksanaan Peningkatan dap
Penilaian Mutu Eksternal (PPME) per jam Rp 900.000,00
(sembilan ratus ribu rupiah);

Honorarium narasumber, sesuai dengan ketentuan:
Apabila narasumber tidak berasal dari penyelenggara,
maka mendapatkan honorarium Rp 900.000,00 (sembilan
ratus ribu rupiah)

Apabila narasumber berasal dari penyelenggara, maka
mendapatkan honorarium 50% (lima puluh persen)
sehingga 50% x Rp 900.000,00 = Rp. 450.000,00
Honorarium moderator per kegiatan kali sebesar Rp

700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Roadmap Puskesmas yang akan disurvei tahun 2021, terdiri

atas:

a)

b)

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TA

Roadmap survei Puskesmas lokus tahun 2020 yang kel
dialihkan pada tahun 2021;
Roadmap survei Puskesmas lokus tahun 2021.

HUN 2021



Data Puskesmas yang ditargetkan
terakredit
engisian sistem informasi ASPAK bagi lokus survei

4)
asi minimal status utama di tahun 2021.

5) Bukti P
an bukti pemenuhan SPA minimal 60% (enam puluh

Pprdzma d
persen) bagi lokus survei reakreditasi.

perubahan lokus Puskesmas dari roadmap yang sudah

0)
disepakati dapat dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi

jumlah lokus yang diusulkan pada tahun anggaran berjalan

Menu kegiatan dan prioritas DAK Nonfisik akreditasi Puskesmas

terdiri dart:

1)) Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi.

2 Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI).

3 Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (PPME).

Urutan prioritas menu DAK Nonfisik akreditasi Puskesmas:

URUTAN
NU
ME PRIORITAS

1. Workshop  Pendukung Implementasi  Akreditasi

Puskesmas
o Workshop  Pemahaman  Standar Akreditasi

Puskesmas

b. Workshop Tata Kelola Mutu di FKTP

2. Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI)
a Pembinaan Mutu
b. Persiapan Penilaian Akreditasi Puskesmas

¢ Monitoring dan evaluasi mutu dan akreditasi

3. Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (PPME)

a  Survei Akreditasi Perdana

b Survei Akreditasi Reakreditasi
I
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4.  Pola Pembiayaan Dukungan Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 20

021
Adapun penjelasan pola pembiayaan masing-masing Mmeny adatgy
sebagai berikut: |
a. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmag
Tujuan  workshop pendukung implementasj editgg,
i

Puskesmas adalah sebagai berikut:

1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang stangg,
akreditasi Puskesmas sehingga diharapkan peserta LUOrksho
dapat menyusun langkah- langkah dalam upaya Pemenuhgyy,
standar tersebut. Keluaran dari kegiatan ini adalah rencan
kegiatan dalam rangka pemenuhan standar akreditag;
Puskesmas.

2) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata kelola
mutu di FKTP sehingga diharapkan peserta workshop dapat
menyusun langkah-langkah upaya peningkatan muty
pelayanan kesehatan di FKTP. Keluaran dari kegiatan ini adalap,
rencana kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dj
FKTP secara bertahap dan berkesinambungan dengan
pendekatan Plan Do Check Action (PDCA)/Plan Do Study Action
(PDSA).

Kegiatan workshop pendukung implementasi akreditasi
Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota dengan peserta adalah perwakilan dari
Puskesmas yang berjumlah 5 orang, minimal terdiri dari:

a) Kepala Puskesmas;
b) Kepala Tata Usaha;
¢)  Penanggung Jawab UKM:
d) Penanggung Jawab UKP;
€)  Penanggung Jawab Mutu.
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Catatan: peserta dapat ditambah Penanggung Jawab
Keselamatan Pasien dan Penanggung Jawab PP| jika
anggarannya memungkinkan.

Adapun kriteria narasumber adalah sebagai berikut:

a) Narasumber pada workshop pemahaman standar akreditasi
adalah asesor dan/atau Tim Pembina Mutu Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota yang sudah tersertifikasi
workshop/lokakarya terkait standar instrumen akreditasi
yang dilaksanakan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

b) Narasumber pada workshop tata kelola mutu adalah asesor
dan/atau Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang sudah tersertifikasi
workshop/lokakarya terkait mutu pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Pelaksanaan kegiatan dapat dengan 2 (dua) metode, yaitu

daring (online) atau luring (offline). Untuk Puskesmas yang

jaringan telekomunikasinya kurang baik yang dibuktikan

dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan.

1
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Workshop
pemahaman [ /K
Standar i

Akreditasi

Puskesmas

Lokasi

| Kabupaten
|

ota

Rincian

L
- Penyampaian

materi
dilaksanakan

selama 2
(dua)
efektif

-P elaksanaan

hari

kegiatan
dengan
metode
daring
(online) pada
wilayah yang
jaringan
telekomunika
si bagus dan
luring (offline)
untuk
wilayah yang
jaringan
telekomunisa
si sulit

- Untuk
Puskesmas
yang
transportas

sulit

m
turing (Omi’le): |
1)Belanja
bahan:

-ATK

- Penggandaay, |

- Computer
Supply

2)Belanja jasa

profesi:

- Honor setara
eselon 2 yang
pembiayaann
ya 50%.(50%
X Rp.
1.000.000 =
Rp.500.000)

- Honor
narasumber
teknis
apabila
berasal darl
luar
penyelenggar
a (2 orang @

3jamx2
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBL

Lokasi dan Pelaksang
Kegiatan

Lokasi P(‘Inl(sunu

Rincig n

dapat
mcnggunaka
N penginapan
selama 9
malam, 2

hari materi,

—

OR 12 TAHUN 2021

KOmponcn
Belunja

hari Rp.

900.000)

- Honor
Narasumher
teknis
apabila
berasal dar
ruang
lingkup
penyelenggar
a (2 orang (g
3 jam x 2
hari x Rp.
450.000)

- Honor
Moderator 2
orang x 1 kali
X Rp.
700.000

3)Belanja

perjadin biasa:

- Transpor
narasumber

- Penginapan

- Narasumber

4)Belanja

Perjadin paket

meeting d2la |
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Kegiatan

No Kegiatan
Lokasi

T

74

casi dan pelaksana

Pelaksana )

——

I—

e -

Rincian

dan
penginapan
sesuai dengan
jumlah  hari
untuk
menempuh
Kabupaten/Ko

ta dari
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okasi dan Pelaksana |

| gegiatal /,_,/If??ftjl}__—_ Rincian KOmpor.len
NO Lokasi Pelaksana Belanja

serta  sesuai

dengan kondisi

ketersediaan

transportasi.

Komponen

biaya tersebut
mengacu pada
SBM daerah
setempat atau
riil cost.
Kriteria
Puskesmas
sulit akses
tersebut
mengacu pada
Permenkes
Nomor 90
tahun 20195
tentang
Penyelenggara
an Pelayanan
Kesehatan di
Fasyankes
Kawasan

Terpencil dan

Sangat

Terpencil,

L khususnya
\’_/_———J/

OR 12 TAHUN 2021
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Lokasi dan Pelaksana —
Kegiatan Rinician Kompo

No | Kegiatan IO Nep |
Lokasi [“Pelaksana | Belanja |

Pelaksanaan
daring (o
1)Belanj,
bahan:

| | Paket

J aplikag;
| -

ne):

sesuai
dengan
Surat
Edaran
Dirjen
Anggaran,
Kemenkeu,
Nomor: ~ §-
1200/AG/20
20

2)Belanja jasa

profesi:

- Honor
setara
eselon 2
yang
pembiayadl

nya

_J/
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K(\L\‘i{ltun
|NO

Lokasi dan Pelaksana
Kegiatan

Lokasi

Pelaksana

Rincian

Komponen
Belanja

50%.(50% x
Rp.
1.000.000 =
Rp.500.000)
Honor
narasumber
teknis
apabila
berasal dari
luar
penyelengga
ra (2 orang
@ 3 jam x 2
hari x Rp.
900.000)
Honor
narasumber
teknis
apabila
berasal dari
ruang
lingkup
penyelengga
ra (2 orang
@ 3 jam x 2
hari x Rp.
450.000)

Honor

]
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Lokasi dan Pelaksana

No Kegiatan Kegiatan Rincian
Lokasi Pelaksana
2. | Workshop Kabupaten | Dinas - Penyampaiag
Tata Kelola | /kota Kesehatan | materi
Mutu di Kabupaten | dilaksanak -
FKTP /Kkota selama 2 hari
efektif
- Pelaksanaan
kegiatan
dengan 2
metode
daring

(online) pada
wilayah yang
jaringan
internet
bagus dan
luring (offline)
untuk
wilayah yang
jaringan
internet sulit
- Untuk
Puskesmas
yang sulit

transportasi

1)Belanj,

bahan:

- ATK

- Penggandaan |

- Computer
Supply

2)Belanja jag,

profesi:

- Honor
Setara
eselon )
yang
pembiayaan
nya
50%.(50% x|
Rp. |
1.000.000 =
Rp.500.000)

- Honor

narasumber

teknis

R
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| Lokasidan Pelaksana | I
| :
( Kegiatan Ke,g,le,‘,t_a:]__ A——
! NO | ~ Lokasi Pelaksana

Rincian Komponen
Belanja

dapat - berasal dagj
menggunaka luar
N penginapan Penyelengga

selama 3 ra (2 orang

malam, 2 @ 3 jam x 2

hari mater;. hari x Rp.
900.000)

- Honor
narasumber
teknis

apabila
berasal darj
ruang

. lingkup

| penyelengga

| ra (2 orang
@ 3 jam x 2

% hari x Rp.

T 450.000)

- Honor
Moderator 2
orang x 1
kali x Rp.
700.000

3)Belanja

perjadin biasa:

-Transpor

narasumber
\L__- s - N—
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Lokasi dan Pelaksana
No Kegiatan Kegiatan Rincian
 Lokasi Pelaksana

- Penginapan
N&r aSumber
4)Belanj a

Perfadin Paket

Meeting dal
kota;

- Uang harigy,

TraIISpOr
lokal

peserta
Paket
meeting
fullboard
/ fullday
Catatan: Bag
Kabupaten
yang kesulitan
akses ke

Puskesmas
dapat
mengusulkan
biaya
tambahan
pada uang

harian

penginapem
sesual dengaﬂ'
afl

— >

1
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No

Lokasi dan Pelaksang
Kegiatan

Lokasi Pelaksana

Rincian Komponen

B(:lanja

untuk
menempuh

Kabupatcn/ Ko

ta dari

|
Puskesmag pp \

sesuai

dengan kondisi

serta

ketersediaan
transportasi.
Komponen

biaya tersebut

mengacu pada

SBM  daerah
setempat atay
riil cost.
Kriteria
Puskesmas
sulit akses
tersebut

mengacu pada
Permenkes
Nomor 90
tahun 2015
tentang
Penyelenggara
an Pelayanan

Kesehatan di

021" 81
MOR 12 TAHUN
PERATURAN MENTERI| KESEHATAN REPUBLIK INDONESI‘A NO



.\"‘

MENTER| Kg
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Kegratan

Lokasi dan Pelaksana

Kegiatan

]
Lokasi

e

Pelaksana

RinCian

——

-Paket data
vicon sesuai
dengan
Surat
Edaran
Dirjen
Anggaran,
Kemenkeu,
Nomor: &
1200/AG/20
20
2)Belanja jasa
profest:

- Honor

setara




P’.———.\S
e Lokasi dan Pelaksana \\
Kegiatan

! I Rincian Komponen
NO ~ Lokasi Pelaksana Belanja

eselon 2
yang
Pembiayaan
nya
50%.(50% x
| Rp.
1.000.000 =
Rp.500.000)

- Honor
narasumber
teknis
apabila
berasal darj
luar
penyelengga
ra (2 orang
@ 3 jam x 2
hari x Rp.
900.000)

- Honor
narasumber
teknis
apabila

berasal dari

ruang
lingkup
penyelengga
ra (2 orang
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Lokasi dan Pelaksana

‘ Kegiatan Kegiatan Rincian s
N\\ \( ‘1 Wil

Delak: Pon
Lokasi Pelaksana B en

kah X Rp
700.00¢
: —\

b.  Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI)

Kegiatan PPMI ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan sagq,
yang berbeda. Pelaksanaan PPMI ini lakukan oleh Tip Pembin,
Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) Kabupaten /Kota sebanyak 5 (limay
orang yang terdiri dari Tim Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten /Kot
yang dapat ditambah dengan assesor yang berdomisili di wilayah
Kabupaten/Kota dan Puskesmas Percontohan.

Adapun kegiatan PPMI tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan Mutu
Kegiatan pembinaan mutu ini dilaksanakan pada

Puskesmas yang akan re-akreditasi, kegiatan pembinaan mutu

ini terdiri dari:

- Penyusunan Indikator Mutu;

- Perencanaan Perbaikan Strategis;

Penyusunan Indikator Keselamatan Pasien;

- Prasurvei. )
Pelaksanaan kegiatan dapat dengan 2 metode: ya:au

kombinasi (blended) daring (online) dan luring (Ofﬂi’.le) .a

all
jaring
luring  (offline). ~ Untuk  Puskesmas yané

2021
TAHUN
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gomunikasinya kurang baik yang dibuktikan dengan surat
teleko

ataan Kepala Dinas Kesehatan. Adapun rincian kegiatan
perny ' .
sebagai berikut:

/’T Lokasi dan Pelaksana
/

Kegiatan

jatan
o| Keg

Rincian

Lokasi

Pelaksana

/W Puskes
Indi_kator

Mutu

mas
Reakre

ditasi

]

" 1
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TPMDK
Dinkes

- Dilaksana

kan

Kabupaten
/Kkota

selama 2
hari
efektif

- Metode

kegiatan

blended

kombinas
i daring
(online)
dan
luring
dilakukan
pada
Puskesm

as yang

mempuny
ai
jaringan
internet,

- Metode
luring

(offline)

1)Belanja bahan-

Komponen Belanja

- ATK

- Penggandaan

- Computer Supply
- Konsumsi rapat

= Paket 1angganan
aplikasi

pertemuan
daring sesuai
dengan Surat
Edaran Dirjen
Anggaran,
Kemenkeu,
Nomor: S-
1200/AG/2020

2)Belanja  jasa

profesi:

- Honor TPMDK

adalah 50% dari

honor setara

eselon 3 (50% x
Rp.900.000
Rp. 450.000)
Peraturan
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No |  Kegpiatan

.
2. Perencanaan

'Perbaikan

‘Strategis
|

86

dan Pelaksana

Lokasi o \
Kegiatan B Rincian Komponen Belan'
Lokasi Pelaksana 1
dilakukan m
pada Tahyp 2022
Puskesm tentang Stag, q
a‘s yang Hargy Satuan
tidak Regiong)
mempuny 3)Be1anja Perja din
ai biasa:
jaringan |. Transpor lokg]
internet Sesuai SBy
Daeran
. Penginapan jika
diperlukap Karen,
jarak dan wila
WWWWJ
mas Re | Dinkes kan - Konsumsj rapat
- Kabupaten selama 2| . Paket langganan
akredita /kota hari aplikasi
si efektif pertemuan
- Metode daring sesuai
kegiatan dengan  Surat
blended Edaran  Ditjen
gabungan | Anggaran,
daring Kemenkeu,
(online) Nomor: >
i 1200/AG/2020
luring 2)Belanja  J*
Offine) | profest:
| diakokan | - Honer

N 2021
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Lokasi dan Pelaksana
SO .
Kegiatan
¥ Il ‘\
‘o vl.'\"‘
KCH

. elaksana
Lokasl Peli
NO

Rincian Komponen Belanja

pada adalah 50% dari

Puskesm honor setara

as yang esclon 3 (50% x \

mempuny Rp.900.000 = |

ai Rp.  450.000) ‘\
jaringan Peraturan \‘
internet, Presiden No 33 \
- Metode Tahun 2020 \

luring

(offline)
dilakukan

tentang Standar

Harga  Satuan

Regional,

pada 3)Belanja perjadin

Puskesm |biasa:

as yang |- Transpor lokal
tidak sesuai SBM
mempuny | Daerah
ai Penginapan  jika
jaringan |diperlukan karena
internet  |jarak dan wilayah.
TPenyusunan Puskes | TPMDK - Dilaksana | 1)Belanja bahan:
~ |Indikator mas Re | Dinkes kan - Konsumsi rapat
1 Sasaran = Kabupaten | selama 2| - Paket Paket
| Keselamatan| akredita, /kota hari langganan
Pasien si efektif aplikasi
- Metode pertemuan
kegiatan | daring  sesuai
\\\g blended dengan Surat

PE 021
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Lokasi dan Pelaksana
No | Kegiatan Kegiatan

Lokasi Pelaksana

]

Rincian

“lanjy
gabumm
daring Anggaran R
(online) Kemenkeu
dan Nomor: ,
luring 1200/AG/20y,
(offine) | 2)Belanj,
dilakukan profesi: e
pada Honor TPMp
Puskesm adalah 509, danK'
as  yang honor Setar
mempuny eselon 3 (500,
ai Rp.900.009
Jaringan Rp. 450.000)
Internet, (Peraturan
- Metode Presiden No 33
luring Tahun 2020
(offline) tentang  Standar
dilakukan Harga Satuan
pada Regional)
Puskesm 3)Belanja perjadin
as  yang | biasa:
tidak - Transpor  lokal
mempuny | sesuai SBM
ai Daerah
jaringan | Penginapan  jika
internet | diperlukan karend

jarak dan wilayah:

L//’/
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Lbrkasi dan Pelaksana
Kegiatan

Rincian Komponen Belanja
T { Kegiatal Lokasi | Pelaksana
_ puskes | TPMDK - Dilaksana | 1)Belanja bahan:
| penilaiall . | mas Re | Dinkes kan - Konsumsi rapat
pra Survel ) Kabupaten | selama 2 2)Belanja jasa
akredita | /kota hari profesi:
si efektif - Honor TPMDK
| adalah 50% dari
, honor setara

eselon 3 (50% x
Rp.900.000 =

Rp.  450.000)
Peraturan

Presiden No 33
Tahun 2020
tentang Standar
Harga  Satuan
Regional,
3)Belanja perjadin
biasa:
- Transpor  lokal
sesuai SBM
Daerah
Penginapan jika
diperlukan karena

jarak dan wilayah.
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2) Persiapan Penilaian Akreditasi N

Kegiatan pembinaan mutu ini dﬂakSanakan ,
Puskesmas yang akreditasi perdana, kegiatan pembinaan -
ini dilaksanakan pada Puskesmas yang akan re i
kegiatan pembinaan mutu ini terdiri dari: ,

- Self Assesment,

Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditag;.
- Penyusunan Dokumen;
- Implementasi;

- Prasurvei.

Pelaksanaan kegiatan dapat dengan 2 metode: kOmbinasi
(blended) daring (online) dan luring (offline) atau luring (0ffline)
Untuk Puskesmas yang jaringan telekomunikasinya kurang
baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Dipgg

Kesehatan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

Lokasi dan Pelakﬁ\r\
No | Kegiatan Kegiatan Rincian | Komponen Belanja
1. | Self mwmm
Assesment | mas Dinkes kan - ATK
Akredita Kabupaten/ | selama 1| - Penggandaan
si kota hari - Computer Supply
Perdana efektif - Konsumsi rapat
2)Belanja  jasa
profesi:

- Honor TPMDK
adalah 50% da"
honor  SE¥
eselon 3 (0% *
Rp.900.000

. ] Rp. 450000
] L
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Lok

Lokasi

asi dan Pelaksana
Kegiatan

Pelaksana

Rincian

Komponen Belanja

- (Peraturan .
\

Presiden No 33
Tahun 2020 |
tentang Standar |
Harga Satuan |
Regional) |
3)Belanja perjadin |
biasa: \
- Transpor  lokal l
sesuai SBM |
Daerah
- Penginapan jika
diperlukan karena
jarak dan wilayah.
3 Pemahaman| Puskes | TPMDK - Dilaksana | 1)Belanja bahan:
standar mas Dinkes kan - Konsumsi rapat
dan Akredita | Kabupaten/ | selama 2 | - Paket Paket
instrumen | si kota hari langganan
‘akreditasi | Perdana efektif aplikasi
| - Metode pertemuan
kegiatan daring sesuai
blended dengan Surat
gabungan | Edaran  Diren
daring Anggaran,
(online) Kemenkeu,
dan Nomor: S-
luring 1200/AG/2020
\ (offline) | 2)Belanja Jasa
S

PE TAHUN 2021
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S

e qan ™ | pcian | Komponen Belana
Kegiatad
{No Kegiatan Lokasi pelaksana — W profesi:
| pada - Honor TPMDK
puskesm adalah 50% darj
as yang honor setara
mempuny eselon 3 (50% x
2i Rp.900.000 =
jaringan Rp. 450.000)
internet, Peraturan
- Metode Presiden No 33
luring Tahun 2020
(ofﬂine) tentang Standar
dilakukan Harga  Satuan
pada Regional,
| Puskesm | 3)Belanja perjadin
| as yang | biasa:
tidak - Transpor lokal
) mempuny | sesuai SBM
| ai Daerah
jaringan | Penginapan jika
internet. | diperlukan karena
| jarak dan wilayah-
T3 Penyusunan| Puskes | TPMDK - Dilaksana | 1)Belanja bahan:
; dokumen | mas Dinkes kan - Konsumsi rapat
| Akredita | Kabupaten/ | selama 2 | - Paket Paket
si kota hari langganan
Perdana efektif aplikasi
- Metode pertemuan ‘
] kegiatan M
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e

Kegiatan

Lokasi

/Lokasi dm —

Pelaksana

Rincian

blendeg
Babungan
daring
(online)
dan
luring
(offline)
dilakukan
pada
Puskesm
as  yang
mempuny
ai
jaringan
internet,
Metode
luring
(offline)
dilakukan
pada
Puskesm
as  yang
tidak
mempuny
ai
jaringan

internet

profes;:
- Honor TPMDK
adalah 5Q0,

honor

darj

Setara
eselon 3 (509, X
Rp.900.000
Rp. 450.000)

- (Peraturan
Presiden Nq 33
Tahun

2020
tentang Standar
Harga  Satyan
Regional)

3)Belanja perjadin
biasa:

- Transpor  Jokal
sesuai SBM
Daerah

Penginapan  jika
diperlukan karena
jarak dan wilayah.
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No

Kegiatan

4 Implement \ Puskes

aNxi

Lokasi dan Pelaksana

Kegiatan

Lokasi

[ mas
- Akredita
si

Perdana

Pelaksana
TPMDK
Dinkes
Kabupaten/

kota

S5 | Penilaian

Pra Survei

Puskes
mas
Akredita

si

— |

94

Rincian

- Dilaksana
2x
dengan 2

kan

hari
efektif

 com

Omponen Bel&n'
Ja

- Konsums; Tapat
2)Belanjqy

Jag
profesi: 4

- Honor TPMDK

honor Setay
a
eselon 3 (50%

Rp.900.009
Peraturan
PI'eSiden No 3

tentang Standar
Harga  Satys
Regional,
3)Belanja perjadin
biasa:

- Transpor  lokal
sesuai SBM
Daerah
Penginapan  jika
diperlukan karena

jarak dan wilayah.

TPMDK
Dinkes

Kabupaten/
kota

- Dilaksana
kan
selama 2

hari

1)Belanja bahan:
- Konsumsi rapat

2)Belanja jasa

profesi:
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Lokasi dan Pelaksana

1

|

Kegiatan Rincian |
Kegiata® Lokasi | Pelaksana

Perdana - efektif |

3 Monitoring evaluasi mutu dan akreditasj

|
|

Komponey, Belanja l;

|

ﬁaaa;ﬂw}
adalah 50%

honor

dari |
se'c:atral\l
eselon 3 (509, X
Rp.900.000
Rp.

450.000)
(sesuai SBM

Kemenkey)

3)Belanja  perjadin
biasa:

- Transpor lokal
sesuai SBM
Daerah

Penginapan ik,
diperlukan kareng

jarak dan wilayah,

Kegiatan pembinaan muty inj dilaksanakan pada seluruh

Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kota, pelaksanaan kegiatan dapat dengan 2

metode: yaity daring (online)

atau luring (offline). Untuk
Puskesmas yang jaringan telekomunikasinya kurang

baik yang

dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan.

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

95
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W oenitorng

avaluas)

YValnnkw
Lokasi dan Pelaksana

Kegiatan

Lokast
]\;{I\HIN“(‘“

Kota

| pPelaksana
L Dinas

|

| Keschatan

Kabupaten

'/ kota
|
a

|
|

Rincian

- Kegiatan 2
hari  efektif
dalam bentuk
Forum  Group
Discussion
(FGD)

- Metode
daring
(online)
dilakukan
pada
Puskesmas
yang
mempunyai
jaringan
internet,
metode luring
(offline)
dilakukan
pada
Puskesmas
yang  tidak
mempunyai
jaringan
internet

- Untuk
Puskesmas

yang sulit

: ‘
(()mp()hen

Dc}uk”““uqn
luring (offi,
1)Bel

- ATK

e).

- Penggandaan
- Compyte,
SUpply
2JBelanj, jasq

Profes;:

HOI’IOI‘ TPMDK
adalah

dari

309
h0n0r
setara €selop

3 (50%
Rp.900.000 -
Rp.  450.009)
Peraturan
Presiden N
33 Tahun
2020 tentang
Standar Harga
Satuan
Regional,
4)Belanja
paket
dalam

Perjadin
meeting
kota:

- Uang harian

N 2021
0 pERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHU
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BLIK INDO
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPU

Kegiatan

Lokasi dan Pelaksang

~ Lokasi | Pelaksang

Rincian

“‘tr*ala*épo*rragr h
dapat
menggunakan
Penginapan
selama 3
malam, 2

hari materi.

KOmponen
Belanja

~ Transpor foig]
pPesertg

- Paket Meeting
fullboarg

/fullday
Catatan: Bagj
Kabupaten yang
kesulitan akses
ke Puskesmag
dapat
mengusulkan

biaya tambahan
pada

uang
harian dan
penginapan
sesuai  dengan
jumlah hari
untuk
menempuh
Kabupaten/Kota

dari Puskesmas
PP serta sesuai
dengan kondisi
ketersediaan

transportasi.

Komponen biaya

tersebut

mengacu pada

I

ESIA NOMOR

12 TAHUN 2021
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T S e """" — '“"'“‘“\,‘
F ; Lokasi dan Pelaksana

' No | Kegiatan Kegiatan

Lokasi Pelaksana

Perl’nenke s

Nomor 90 Talyy

2015 teni

Penyelenggaraan
Pelayanap
Kesehatan
Fasyankes
Kawasan
Terpencil dan
Sangat Terpencil
;kKhususnya pada
pasal 8
(delapan).
Pelaksanaan
daring (online).
1)Belanja bahan:
-Paket  data
vicon ~ sesual
dengan Surdt
Edaran Dirjen
Anggarar,
emenkel,

OR 12 TAH
ATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOM

o

UN 202!




/m dan i’claksana
Kegiatan

Kegiatan
Pelaksana

Rincian

Lokasi

an dan Penilaian Mutu Eksternal (PP

c. Peningkat
Kegiat
Puskesmas
oleh Dinkes

an PPME ini berupa pelaksana

perdana dan re-akreditasi.

Kabupaten /Kota

alah Kepala Dina

ketentuan seba
sehatan

kegiatan ad

telah memenuhi
ari Kepala Dinas Ke
an surv

gai perikut

pernyataan d
Puskesmas yan

ulang (reakreditasi).

g akan diusulk

TURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK NDONES!

Kegiat

dengan tanggung
¢ Kesehatall Ka

Kabup

A NOMOR 12 TAH

Komponen
Belanja
T —
1200/AG/202
0
2)Belanja jasa
profesi:
- Honor TPMDK
adalah  50%
dari honor

setara eselon
3 (50%
Rp.900.000 =
Rp. 450.000)

Peraturan

X

Presiden No
33 Tahun

0020 tentang

ME)

an Su
an ini dilaksanakan

jawab pelaksanaan
bupaten /kota yang

yaitu adanya surat
aten/Kota tentang

UN 2021 99
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Narasumber kegiatan ini adalah Assesor yang ditugaskan e
Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dengay

metode: yaitu kombinasi (blended) daring (online) dan luring (0fftin

e
telekomunikasinya kurang baik yang dibuktikan dengan Surag

pernyataan Kepala Dinas Kesehatan.

atau luring (offline). Untuk Puskesmas

Komponen belanja dan Pola pembiayaan kegiatan PPMR
mengikuti Standar Biaya Masukan APBN yang tercantum dala
juknis ini sebagai berikut:

No | Kegiatan Loleas Rincian m
Kegiatan B
\

elanja
1 | Survei Puskesmas | o Dilaksanakan 1) Belanja
Akreditasi | yang 5 hari | Bahan:
perdana diusulkan (termasuk - ATK
dan re- | akreditasi kedatangan - Penggandaan
akreditasi | perdana dan - Computer
dan kepulangan Supply
reakreditasi | gssesor ke | - Konsumsi

lokasi)  yang rapat
terdiri dari 3| Peraturan

hari survei dan Presiden No. 33

2 hari | Th. 2020 tentang
kedatangan Standar Harga
dan Satuan Regional,
kepulangan. -Paket  Paket

* Apabila lokasi| langganan
di daerah | aplikasi
Terpencil/Sang | pertemuan |
at  Terpencil | daring sesu®

t
jumlah  hari| dengan Sura

Edaran Dirje?
kedatangang/
Lg;

02!
TAHUN 2
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12




i 'rtan
rw Kegla

]

ESIA NOM
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK nNDON st

Lokasi |

Kegiatan

Rincian
dan

kepulangan
dapat lebih

panjang,

Keseluruhan
hari yang
dibutuhkan
oleh  Assesor
(kedatangan
kepulangan
dan survei)
ditanggung
biayanya oleh
Dinas
Kesehatan
Kabupaten /Kot
a, yang terdiri
dari :

- Biaya
transpor
Assesor
(dari
tempat asal
Assesor,
selama
survei dan

pulang

kembali ke | Regor® |

-

x 3 har

OR 12 TAHUN 202

KOmponen
Belanja
Anggaran,

Kemenkey,

Nomor: S-

1200/AG/2020

2) Belanja jasa

profesi:
Honorarium
Assesor selama 3
hari survei per
orang per hari, @
3 jam, @ Rp
900.000/jam/ha
(Rp.
900.000 x 3 jam

ri/orang

per
orang

(Besaran honor
perjam  sesuai
honorarium
narasumber
eselon I
kebawah/yang
disetarakan
Peraturan
Presiden No 33

Tahun 2020
tentang Standar

H a_rga Satuan

01



o | Kegiatan

Lokasi
Kegiatan

Rincian

tempat
asal)
- Biaya
penginapan
- Uang
harian
- Honor
e Pada
pelaksanaan
survei
kombinasi
kegiatan
survei
dilakukan
selama 3 hari
(1 hari
pelaksanaan
secara
daring/online
dan 2 hari
pelaksanaan
secara

luring/ offline)

Transpor Jojy
Belanja
Perjalanan gjp,
biasa:
-Jumlah Uang
harian Survejor
yang  diberikap
sesuai
dengan wakty
dibutuhkan
oleh
untuk
pada

Assesor
sampai
tujuan

lokasi  survej
dan sebaliknya
pada saat
kepulangan.

- Pada saat
pelaksanaan
survei  tidak
diberikan uang

harian karena
surveior sudah

menerima uang

honor.

- Penginapan

. 021
- 102 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2



Lokasi
No Kegiatan Kegiatan
o

Rincian

Komponen
Belanja

1

-

Assesor
disesuaikan

dengan  SBM
Daerah

- Transpor
surveior
dianggarkan
minimal
dengan
menggunakan
pesawat antar
bandara
ibukota
provinsi real
cost (termasuk
alokasi untuk
pesawat, kapal
laut dan
kendaraan
disesuaikan
dengan Standar
Biaya Masukan
APBN, apabila
besaran
transpor tidak
terdapat dalam
Standar Biaya
Masukan APBN
maka dapat

|

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN.2021 ~ 103



Rincian

m

Belanj a

Kegiat ~ Lokasi

y | Kegiatan :

¢ - Kegiatan

|
]

disesuaikan
dengan Stang -
Biaya APBD)

- Catatan: Bagi
Kabupaten
yang  kesulitay,
akses Ik
Puskesmag
dapat
mengusulkap
biaya
tambahan pada
uang  harjay
dan
penginapan
sesuai dengan
jumlah  pay
untuk
menempuh
Kabupaten /Kot
a dari
Puskesmas PP
serta  sesuai
dengan kondisi
ketersediaan
transportasi.
Komponen

biaya tersebut

mengacu pada

NMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 202!



1.

a.

(0| Kegiatan

Komponen
Belanja

SBU setempat
atau real cost.
Kriteria
Puskesmas
sulit akses
tersebut
mengacu pada
Permenkes
Nomor 90
tahun 2015
tentang
Penyelenggaraa
n Pelayanan
Kesehatan di
Fasyankes
Kawasan
Terpencil dan
Sangat
Terpencil
khususnya
pada pasal 8
(delapan).

Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah
Tujuan

Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu

dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
b. Tujuan Khusus

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 105



Mendorong laboratorium kesehatan daerah untuk melakuk
an
upaya perbaikan mutu pelayanan danp muty

emerﬂ(Sa

laboratorium secara berkesinambungan melaluj akreditasi_

1o

Sasaran

Sasaran adalah laboratorium kesehatan daerah yang diusmk
an
untuk disurvei pada tahun 2021.

3. Penggunaan

a. Persyaratan Teknis akreditasi

laboratorium kesehatap daergp,
Tahun Anggaran 2021 adalah:

1) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Daerap,
Provinsi/Kabupaten /Kota yang memuat kriteria:
a)

Laboratorium kesehatan daerah teregistrasi

registrasi di Kementerian Kesehatan.
b)

berlaku

atau
Daerah/Gubernur /Bupati/Walikota

pembentukan UPT laboratorium kesehatan daerah dan
peyelenggaraannya.

Penyelenggaraan laboratorium kesehatan daerah sesuai
dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 364 Th. 2003
tentang Laboratorium Kesehatan, Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar

Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan

Kabupaten/ kota dan Peraturan Menteri Kesehatan No.
411 Th. 2010 tentang Laboratorium Klinik. _
d) Jabatan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah sesudl
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahut
2004 tentang Laboratorium Kesehatan.

. u proseS
Bukti pengisian sistem informasi ASPAK ata

021
TAHUN 2
®  PERATURAN MENTER, KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12



4

pengisian ASPAK

g gurat pernyataan Jaminan akan menyelesaikan pekerjaan

fisik paling lambat bulan oktober 2091

atau  sehelum
jadwal/ proses survei dilaksanakan, bagi L

aboratorium
Kesehatan yang melaksanakan rehabilit

asi pada TA 2021
Gambaran (profil) laboratorium kesehatan dacrah sasaran
1

DAK-NF akreditasi Laboratorium Kesehatan (akreditasi KALK)

TA 2021

Roadmap Laboratorium Kesehatan milik pemerintah yang ada
di wilayah  provinsi/kabupaten/kota
terakreditasi KALK.

dengan  target
Data  laboratorium  Kesehatan/laborarorium  Klinik/
laboratorium kesehatan mayarakat terakreditasi KALK di
wilayah provinsi/kabupaten/kota

Mengikuti ketentuan untuk pengalokasian honorarium mengacu
b. €

peraturan Presiden No. 33 Th. 2020 tentang Standar Harga Satuan

Regional yang diatur sebagai berikut:

)

2

Honorarium Narasumber per jam Rp.900.000,- (sembilan ratus
ribu rupiah); |

Honorarium Moderator per orang per kali sebesar Rp 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah).

4 Menu Kegiatan | .
Menu Kegiatan DAK Nonfisik Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daer

terdiri dari:

i rah
a. Workshop persiapan akreditasi laboratorium Kesehatan Dae

i i Akreditasi
b. Peningkatan dan penilaian mutu internal (Persiapan

Labkesda)

Dengan sub menu:

)
2
S

R12TA
ESIA NOMOR ™
PERATURAN MENTER) KESEHATAN REPUBLIK |NDON\; s

Monev kesiapan akreditasi labkes
Bimbingan Akreditasi

' itasi Labkes
Persiapan Penilaian/ survel Akreditast

HUN:202! 10;7‘\
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¢.  Peningkatan dan penilaian mutu eksternal
Akreditasi)

1)  Survei Akreditasi

Kesehatan

(Pemlauan / SurVe‘
1

Urutan prioritas menu DAK Non Fisik akreditag; LaboratOrium

Laboratorium
Kesehatan Daerah

2. Peningkatan dan Penilaian Muty Internal (Persiapan

Akreditasi Labkesda)

a. Monev kesiapan proses Akreditasi Labkesda
b. Bimbingan Akreditasi

c. Persiapan Penilaian /survej akreditasi labkesa

3. Peningkatan  dan Penilaian Muty

Eksternal

(Penilaian /Survei Akreditasi Labkesda)

MENU URUTAN
1. Workshop  Persiapan  Akreditasi il

\

3

Pemanfaatan Dana Akreditas;j Laboratorium Kesehatan

Untuk penjabaran/ penjelasan meny akreditasi laboratorium kesehatan

daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
a.

Workshop persiapan akreditasj laboratorium Kesehatan Daerah

Workshop diselenggarakan oleh Laboratorium Kesehatan daerah

dalam rangka pemenuhan Standar  Akreditasi
kesehatan.

Kegiatan inj bertujuan untuk:

laboratorium

atan
1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengam -
ha
awal pimpinan laboratorium kesehatan dan para staf ter
penyelenggaraan akreditasi laboratorium kesehatan.
2)

hadap
laboratorium kesehatan, pemahaman ter

. akredit&lsi
Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan

standar

UN 2021
OR 12 TAH
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOM



anajemen, standar teknis dan Program Nasional, serta
m

chadap dokumen akreditasi laboratorium kesehatan.

terlle

Narasumber pada workshop akreditasi ditunjuk  oleh
C

nterian Kesehatan dengan latar belakang surveior akreditasi
Kemente

poratorium yang telah mendapatkan sertifikat Peningkatan
labot<®

;ampuan teknis dan materi Penguatan Surveior akreditasi
KenY

quoratorium Kesehatan.
C!

peserta terdiri dari pimpinan dan seluruh staf laboratorium
Jokus (teknis, administratif dan penunjang), dengan melibatkan
dinas Kesehatan, dan dinas kesehatan provinsi selaku pembina.
pendamping akreditasi laboratorium Kesehatan berasal dari dinas
Kesehatan provinsi dan kabupaten dengan latar belakang telah
mengikuti peningkatan kemampuan teknis pendamping akreditasi
Jaboratorium Kesehatan yang diselenggarakan dan atau telah
mengikuti kegiatan workshop akreditasi laboratorium kesehatan
yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau melibatkan
unsur program di Kementerian Kesehatan yang bertanggungjawab
dalam peningkataan mutu dan akreditasi pelayanan laboratorium
kesehatan.

Hasil pelaksanaan workshop persiapan akreditasi laboratorium
Kesehatan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, paling lambat
satu minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Kegiatan workshop dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif (di
luar waktu perjalanan ke lokus).

Pelaksanaan workshop persiapan akreditasi laboratorium
Kesehatan dikombinasikan antara mekanisme daring dan luring.
Pembayaran Pelaksanaan workshop persiapan akreditasi
laboratorium Kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden No 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Untuk

Pembayaran jasa profesi dengan mekanisme daring mengacu pada

PER 09
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i ; ekanisme daring.
SBM terkait pertemuarn dengafl m. g. Adapun oy
komponen pembiayaan sebagal berikut:

rabel -1. Workshop persiapan akreditasi Labkesda
\ No \ Kegiatan Pelal'csana
| | o W_Alffz_glatan
o Workshop Laboratori 1. Penyampaian

Rincian

T - Belanja Bahgay,
| | persiapan | um Materi *ATK, Fotokopj
‘ Akreditasi | kesehatan dilaksanakan backdrop, dan
| Labkesda | yang selama 3 hari computer
! diusulkan efektif (belum supply
‘ akan termasuk «Penunian
melaksana waktu WOI‘kSil g
. Op
kan perjalanan ke Akreditasi (g
akreditasi dan dari S
Tellesit penggalangan
okast  (H-1 komitmen)
dan H+1 ,)\' . Penunj ang
2. Metoda pe ah
ncegahan
pelaksanaan penul
ar
dilakukan COVIDjn
-19
den
gan *Biaya
kombinasi komunik
‘ unikasi
darin
o & dan | garng  (dalam
uring (on site) jaringan
3. Worksh
o °p internet) untuk
ditujukan labkes dan
untuk
narasumber
laboratorium _Belanja  Jasa
kesehatan Profesi:
provinsi/kabu

Honor
paten/ kota

Narasumber

110
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NO |

| KCaiﬂtan

~ pelaksana

Kegiatan

Rincian

4. Peserta
berasal  dari
laboratorim
kesehatan
yang akan
diakreditasi
5. Narasumber
ditunjuk oleh
Kementerian
Kesehatan
dengan latar
belakang
surveior
akreditasi
laboratorium
sesuai
kualifikasi
yang
ditetapkan
6. Pendamping
daerah
berasal

Dinas

dari

Kesehatan
Provinsi/Kab/
Kota

Komponen

Belanja
mengacu  pada
standar Biaya
yang

digunakan
pemerintah
Pusat yang
mengacu
Peraturan
Presiden No 33
Tahun 2020
tentang
Standar Harga
Satuan
Regional,
untuk:
eNarsum daerah
1 orang x @2
jam
eNarsum Pusat:
3 (tiga) orang x
@ 9 jam
Catatan:

Honor
narasumber
dengan metode
daring dapat
dibayarkan
dengan mengacu

pada PerMenkeu,

PER
ATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021
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——T 5

Rincian
No | Kegiatan Kegiatan |

tahun 2020

terkait

pertemuan

dengan

mekanisme

daring.
Belanja Paket
Meeting

Paket

meeting
fullboard/ fullday
(sesuai
kebutuhan)
dengan  jumlap
peserta
disesuaikan
dengan  jumlah
pegawai di
laboratorium
kesehatan
ditambah  dinas

kesehatan

provinsi/kabupat

en/kota dan

waktu
pelaksanaan (3
hari)

Belanja Perjadin

terdiri atas:

1. Biaya

112
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- Keg!
NO

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPU

atan

{\

——IJL,/‘/

Pelaksana
Kegiatan

Rincian

Komponen
Belanja
transportasi

Narasumber
Pusat, terdiri
dari:

a. Transpor
lokal di
lokasi asal
narasumber

b. Tiket
pesawat
dan  atau
kereta/bus/
kapal laut/
rental
mobil, dan

lain-lain

BLIK INDONESIA NOMOR 12

Narasumber
dan
Pendamping
daerah, terdiri
dari:

Transpor
Lokal
(disesuaikan
dengan jarak
dan  moda
transportasi
yang
digunakan)

TAHUN 2021

13



Komponen
Bclanja
2. Akomodag;

‘ “ 1 '
No | Kepiatan l ('I"“m"“" Rincian
Kegiatan

|

\‘ . Nurasumber

\ Pusat

a. /\komodasi
Narasumpyg,
Pusat |
dialokasikan |
Setarg dengan‘\
akomogay;
golongap
V/Es,

sebelum
pelaksanaan
kegiatan, tim
narasumber
sudah berada
di lokasi,
sehingga
alokasi

akomodasi

minimal 3

. "
114 PERATUR{{;\N\M RI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN?



‘N()i

| Pelaksana

g Rinci
Kegiatan Clan

Kegiatan

ES
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDON

Belanja

tempuh)

* Narasumber /
pendamping
Daerah
Menyesuaikan
dengan
kebutuhan
situasi  dan
kondisi

3.Uang Harian
(UH)

e Narasumber
Pusat
UH
Narasumber
dialokasikan
sesuai
Peraturan
Presiden  No.
33 Tahun
2020 tentang
Standar Harga
Satuan
Regional

o Narasumber/

IA NOMOR 12 TAHUN 2021

hari 3 malam

(sesuai  wakty

pendamping

115



Pelaksana
Kegiatan

. Komponen
Rincian

Belanja
Daerah Segygj

dengan

ketentuan

Peraturan

Presiden Nq 33
Tahun

tentang

2020

Satuan

Regiona]
Catatan:
Penggantian
biaya akomodag;
dapat  melepip;
waktu 3 (tigy)
malam
disesuaikan
dengan  kondisi
lama  perjalanan
dan ketersediaan
transportasi ke
lokasi lokus dan

kondisi lama

perjalanan ke

lokasi lokus

. editast
Peningkatan dan penilaian mutu internal (Persiapan Akr

Labkesda)

Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal meliputi:

116
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Monev kesiapan akreditasi labkes
onc .

Monev
C,-upakan proses monitoring yang dilakukan oleh dinas
me

kesiapan akreditasi laboratorium keschatan

Kesehatan kabupaten/kota ke laboratorium kesehatan

penerima DAK NF dalam rangka memantau kesiapan
pe1aksanaan proses akreditasi laboratorium Kesehatan

Hasil pelaksanaan Monev kesiapan pelaksanaan proses

akreditasi dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, paling

Jambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan monev persiapan

proses akreditasi.

2 Bimbingan akreditasi

Bimbingan akreditasi merupakan proses pembinaan yang
diberikan oleh tenaga pembimbing akreditasi labkes dengan
latar belakang surveior akreditasi laboratorium kesehatan,
yang dilaksanakan dengan mengacu pada hasil pengamatan
awal terhadap laboratorium kesehatan untuk meningkatkan
kinerja dalam mempersiapkan survei akreditasi laboratorium
Kesehatan.

Kegiatan  bimbingan  akreditasi bertujuan untuk
membantu laboratorium kesehatan dalam persiapan akreditasi
laboratorium kesehatan baik dari sisi penyiapan dokumen
regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar akreditasi
laboratorium kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh
pembimbing adalah memberikan bimbingan akreditasi berupa
analisa situasi, pendampingan pembuatan dokumen serta
benyiapan implementasi standar manajemen dan standar
teknis akreditasi laboratorium kesehatan. Dalam proses
bimbingan, laboratorium kesehatan didampingi secara detail

teknis penerapan standar dan penyusunan dokumen akreditasi

laboratorium kesehatan.

RATUR
A |
N MENTER| KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 1
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Bimbingan Akreditasi diberikan oleh Pembimbing
akreditasi laboratorium Kesehatan sebagai narasumber yang
ditunjuk Kementerian Kesehatan dengan latar belakan

surveior akreditasi laboratorium. Bimbingan Akreditasi

dilaksanakan di laboratorium

kesehatan
provinsi/kabupaten/kota (sesuai lokasi) minima] dalam 9

(dua)
ari dyg

anggarap

kali waktu pelaksanaan dan dapat dilaksanakan lebih ¢

kali disesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan

dengan maksimal 3 (tiga) kali kegiatan.

Peserta terdiri dari pimpinan dan seluruh staf
laboratorium lokus (teknis, admnistratif dan Penunjang), dan
harus melibatkan dinas Kesehatan selaku pendamping, p

alam
pelaksanaan bimbingan akreditasi,

pimpinan laboratoriyp,
kesehatan, para penganggungjawab laboratorium dan seluryp

jajaran laboratorium kesehatan wajib hadir dan harys
menindaklanjuti setiap masukan dan arahan tindaklanjut dar
pembimbing,

Pendamping akreditasi laboratorium Kesehatan beraga]
dari dinas Kesehatan provinsi/ Kabupaten /kota (sesuai lokus

labkesda) dengan latar belakang telah mengikuti peningkatan

kemampuan teknis pendamping  akreditasi laboratorium

Kesehatan yang diselenggarakan dan atay telah mengikuti
kegiatan workshop akreditasi laboratorium Kesehatan yang
diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau melibatkan

unsur  program  di  Kementerian  Kesehatan yang

bertanggungjawab dalam peningkataan mutu dan akreditasi
pelayanan laboratorium kesehatan.

Kegiatan bimbingan akreditasi untuk setiap kali periode
bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari efektif (di luar
waktu perjalanan ke lokus) dan dapat dimodifikasi dengan

mekanisme bimbingan daring.

2021
OR 12 TAHUN
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payaran jasa profesi dilakukan dengan mengacu pada

embay« <

: presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
_apuran Fres . | '

perat P(\gionﬂl- Untuk pembayaran jasa profesi melalui
\C

an
daring mengacu pada PerMenkeu tahun 2020

satu

mvknnism(,

((‘1'1(:1“ pe y
pan Penilaian Akreditasi
apd

rtemuan dengan mekanisme daring,.

)C]'Si N . 2
3 F persiapan Penilaian akreditasi merupakan evaluasi awal
e

dilakukan oleh dinas kesehatan prov untuk memantau
arlg . . . .
Y japan laboratorium kesehatan menghadapi survei/penilaian
kes1
akreditasi.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat sejauh mana

perbagai
dilakukan melalui review kelengkapan dokumen, kesiapan staf

persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini

dan pimpinan laboratorium kesehatan, kesiapan fasilitas dan
sebagainya; serta memfasilitasi laboratorium Kesehatan untuk
mengisi form penilaian mandiri (Self Asessment). Dari kegiatan
ini diharapkan dapat diperoleh gambaran kesiapan
laboratorium kesehatan dalam menghadapi survei/penilaian
akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa hasil penilaian
mandiri dan rekomendasi.

Kegiatan persiapan penilaian akreditasi dilaksanakan
selama 1 (satu) hari efektif (di luar waktu perjalanan ke lokus).
Hasil kegiatan persiapan penilaian akreditasi laboratorium
Kesehatan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, paling
lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan atau
sebelum jadwal pelaksanaan survei akreditasi.

Adapun rincian komponen pembiayaan Peningkatan dan

Penilaian Mutu Internal (persiapan Akreditasi labkes) sebagai
berikut;

°ERAT
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Tabel -2, Monev Kesinpan Akreditasi

No | Kepiatan | Pelaksana Rincian Komponen Belanja
‘ v Kegiatan
i \ ‘
1 Monev Laboraton EH Monev

Belanja Bahan:

"
Restapa  um o ATK,

kesiapan f()t()kopi,

0 kesehatan | dilaksanaka backdrop,

Akredita | yang

n selama | komputer Supply

si diusulkan hari * Biaya konsums;
| akan 2) Monev pertemuan
“; melaksana ditujukan selama 1 (satu)
' kan untuk hari kegiatan
‘ akreditasi laboratoriu (jumlah peserta
‘ m dihitung
1{ kesehatan berdasarkan
| provinsi/ jumlah Pegawai dj
kabupaten / laboratorium
kota kesehatan
penerima ditambah  qip,g
DAK NF kesehatan
akreditasi prov/kabupaten /
labkes kota (untuk 1 kaj
3) Peserta makan dan 1 kali
berasal dari snack)

laboratoriu -

Belanja  Jasa

m Profesi

kesehatan oUntuk 1 orang

yang akan
diakreditasi

narasumber
kabupaten/kota x
@2 jam

- Belanja Perjadin

biasa

21
2 TAHUN 20
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Kegiatan

NO g b

L//P’r

pPelaksana

Kegiatan

narasumber

Rincian

prov/kabup
aten/kota
yang
ditunjuk
oleh Dinas
Kesehatan
Prov/kabup

aten/kota

Komponen Belanja

e Biaya transpor
|
dinas Keschatan

kabupaten/kota 1;
orang X 1 tr
(menyesuaikan

dengan kebijakan

setempat)

Tabel -3. Bimbingan Akreditasi
’1\;;” Lfigi’/;;— P}Eigli‘:::na Rincian Komponen Belanjar
1 | Bimbinga | Laboratori |1) Bimbingan - Belanja Bahan:
n um Akreditasi e ATK dan
Akreditas | kesehatan dilaksanaka Fotokopi
i yang n  selama | e Biaya penunjang
(minimal | diusulkan minimal 2 bimbingan
2 kali | akan kali (backdrop,
kegiatan) | melaksana kegiatan pendukung
kan (disesuaika perangkat
akreditasi n dengan kantor,dan lain-
kebutuhan). lain)
2) Pembimbing e Konsumsi
akan Bimbingan
dilaksanaka Akreditasi
n selama 3 (2xmakan, 2x
hari efektif snack x 3 hari)
=0 ] (di luar Jumlah peserti

PERATY
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No | Kegiatan | Pelaksana Rincian | Komponen Belanja
Kegiatan
AR — waktu disesuaikan
perjalanan dengan jumlah
ke lokasi) karyawan,

3) Bimbingan narasumber, dan
akreditasi pendamping
ditujukan dinkes
untuk
laboratoriu - Belanja Jasa
m Profesi:
kesehatan Honor
prov/kab Narasumber
/kota mengacu pada
penerima standar biaya
DAK NF sesuai Peraturan
akreditasi Presiden No. 33
labkes Th. 2020 tentang

4) Peserta Standar Harga
berasal dari Satuan Regional,
laboratoriu untuk:

m * Narsum surveior
kesehatan Pusat:

yang akan - Minimal
diakreditasi berjumlah 2

5) Bimbingan (dua) orang
Akreditasi X @ 9 Jam (total
dilakukan plaksanaan)
oleh -Jumlah
Narasumber narasumber
surveior disesuaikan

e 2021
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Pelaksana

\[\J

PER OMOR 12
ATURAN MENTER| KESEHATAN REPUBLIK |NDONE$|5 N e

akreditas;j
labkes yang
ditunjuk
oleh
Kementerian
Kesehatan
dengan latar
belakang
surveior
akreditasi
labkes

6) Jumlah
Narasumber
bimbingan
akreditasi
disesuaikan
dengan
klasifikasi
laboratoriu
m
kesehatan
(labkesda
pratama 2
orang;
labkesda
madya dan
utama 3

orang)

]

dengan
Klasifikag; ‘
labkesda ’
5
Belanja  Perjagyp |
terdiri darj: |
¢ Narasumber
Pusat

L Transpor

|

terdiri darj:

a. Transpor loka]
di lokasi asa]
narasumber
{penggantian
biaya
kendaraan dari
dan ke
bandara/
stasiun/
terminal;

b. Tiket pesawat
dan atau
kereta/bus/
kapal  laut/
rental  mobil,
dan lain-lain

. Transpor lokal
di lokasi lokus

a0zt 123



No

| 7) Pendamping | 2. Akomodagi
berasal dari Akomodags;i
Dinas narasumber
Kesehatan pusat
Provinsi/Ka dialokasikan
b/ Kota setara dengan
8) Dalam golongan IV/ Es.
& pelaksanaan I
' bimbingan (minimal 2
i akreditasi, orang x @ 3
laboratoriu malam (4 harj 3
m malam)
kesehatan -Jumlah
harus narasumber
menyediaka disesuaikan
n peralatan dengan
kantor klasifikasi
penunjang labkesda
kegiatan
untuk Catatan:
penyusunan Dalam rangka
dokumen untuk
dan  lain- koordinasi, satu
lain  sesuai hari  sebelum
yang pelaksanaan
dialokasikan kegiatan,  tim
dalam narasumber
belanja sudah berada di
bahan lokasi, sehingga

N 2021
) R 12 TAHU
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| 9) Dalam alokasi
pelaksanaan akomodasi
bimbingan minimal 3 (tiga)
akreditasi, malam (4 harj 3
‘ seluruh malam (sesuaj
jajaran waktu tempubh)
lanoratoriu 3. Uang Harian
m (UH)
kesehatan UH Narasumber
harus dialokasikan sesuai
menindakla Peraturan Presiden
njuti setiap |No 33 Tahun 2020
masukan tentang Standar
dan arahan |Harga Satuan
tindaklanjut | Regional
dari ¢ Pendamping
pembimbing Daerah
Transpor dan Uang
Harian
pendamping
Prop/Kabupaten/k
ota
1. Tansport
Biaya transpor
disesuaikan
dengan jarak dan
moda transportasi
yang  digunakan
\\J sesuai ketentuan.
DERATUR

.
-

NTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021
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No | K T Feiae
an elaksana T

inci lanja
—— | Kegiatan Rincian Komponen Belan]
\

P TR 5 el v S

9. Akomodasi
untuk pendamping
(jika diperlukan,
disesuaikan
dengan situasi dan
kondisi setempat)
Catatan:
Penggantian biaya
akomodasi dapat
melebihi waktu 3
(tiga) malam
disesuaikan
dengan kondisi
lama perjalanan
dan ketersediaan
transportasi ke

lokasi lokus dan

kondisi lama
perjalanan ke
lokasi lokus

3.Uang  Harian
(UH)

UH  pendamping
provinsi/kabupate
n/kota
dialokasikam
sesuai  Peraturan

Presiden No 33

Tahun 2020
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N - Pelaksana
Kegiati

No Kegiatan Rincian K'”“l"nwn lm,.,,,“
| entang  Standar
i! Hargy Satuay |
% Regional, |
Tabel -4, P(‘lsmpan Punlumn Akl(dltas]
r Pelaksana i S
No | Kegiatan Kegiatan Rmcmn Komponcn BelanjaW
| ;pcrsiﬂpalf | Laboratori 1.'Péréiapan' e Belanja Bahap,
Penilaian | um penilaian o ATK -
Akreditasi | kesehatan dilaksanakan Fotokopj
yang selamal * Konsumsj
diusulkan hari efektif persiapan
akan (di luar penilaian
melaksana waktu Akreditasi (]
kan perjalanan kali makan 2x
akreditasi ke lokasi) snack)

2. Persiapan - Belanja  Jasa
penilaian Profesi:
ditujukan Honor
untuk Narasumber
laboratorium mengacu  pada

{ kesehatan Peraturan

*][ prov/kab Presiden No. 33
/kota Th. 2020 tentang
penerima Standar ~ Harga
DAK  NF | Satuan Regiondl
akreditasi untuk:
labkes o Narsum Prov 2

3. Peserta (dua) orang X @
berasal dari Lf’_z’{ain/

N

- o panunz0z 127
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No | Kegiatan | Pelaksana Rincian Komponen Belanjaw
Kegiatan
laboratorium
kesehatan

yang akan

diakreditasi

. Persiapan

penilaian
Akreditasi
dilakukan
oleh
Narasumber
yang
berasal dari

dinkes prov

. Pendamping

berasal dari
Dinas
Kesehatan
provinsi/
Kabupaten/
Kota
(tergantung
lokus)

. Dalam

pelaksanaan
Persiapan
penilaian
akreditasi,
laboratorium

kesehatan

- Belanja perjadin

¢ Narasumber
Provinsi

1.Transportasi

terdiri dari:
2o0rgx1tr

2. Akomodasi
2 org x @2
malam (3 hari 2
malam,
disesuaikan
lokasi lokus)

3. Uang
(UH)
2 org x @2 hari

(disesuaikan

Harian

dengan lamanya
perjalanan pp ke
lokus)
Pembayaran
sesuai Peraturan
Presiden No. 33
Th. 2020
tentang Standar
Harga  Satuan
Regional.

e Narasumber

Kabupaten/kota

: 2021
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“Pelaksana

: Rincian Komponen Belanja

ellRe g i g e 1. Trensportas
menyediakan terdiri dari:
peralatan lorgx1tr
kantor 2. Uang Harian
penunjang (UH)
kegiatan 1 org x 1 hari
untuk Pembayaran
perbaikan/ sesuai Peraturan
penyusunan Presiden No. 33
dokumen Th. 2020
dan lain- tentang Standar
lain sesuai Harga  Satuan
yang Regional.
dialokasikan
dalam
belanja
bahan

Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (Survei Akreditasi)
Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal merupakan
kegiatan survei akreditasi. Kegiatan ini berupa penilaian untuk
mengukur capaian dan cara penerapan standar akreditasi yang
diwujudkan melalui penilaian terhadap keseluruhan tata kelola
dan pelayanan di laboratorium Kesehatan meliputi aspek
Manajemen, teknis, dan pengelolaan program nasional. Kegiatan
Survei dilakukan oleh Surveior akreditasi laboratorium kesehatan
yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
Prowi‘:ir/";i bakreditasi dilaksanakan di laboratorium ke.st.?hatalj
Pimpinan a ;paten /Kota (sesuai lokus). Peserta terdiri dari:
an staf lokus (para

seluruh laboratorium

PERAT
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Penanggungjawab laboratorium, staf teknis, staf administratif
dan staf penunjang), harus melibatkan dinas Kesehatan selaky
pendamping. Saat Kegiatan Survei akreditasi, pimpinap
Laboratorium kesehatan wajib mendukung dan hadir bersamg
seluruh  jajaran laboratorium Kesehatan di laboratorium
kesehatan lokus pelaksanaan survei.

Pendamping akreditasi laboratorium Kesehatan berasal dari
dinas Kesehatan prov/Kabupaten/kota (sesuai lokus labkesda)
dengan latar belakang telah mengikuti peningkatan kemampuan
teknis pendamping akreditasi laboratorium Kesehatan yang
diselenggarakan dan atau telah mengikuti kegiatan workshop
akreditasi laboratorium Kesehatan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Kesehatan atau melibatkan unsur program dj
Kementerian  Kesehatan yang  bertanggungjawab  dalam
peningkataan mutu dan akreditasi pelayanan laboratorium
kesehatan.

Kegiatan survei akreditasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari
dengan penggunaan wakty oleh surveyor sejak  persiapan

pelaksanaan survei sampai pengolahan data hasil survei (di luar
waktu perjalanan ke lokus)

Pembayaran biaya, penyelenggaraan  survej akreditasi

laboratorium Kesehatan, dilaksanakan dengan mengacu pada
standar Biaya yang digunakan pemerintah Pusat yang mengacu

pada Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional.

Adapun rincian komponen Pembiayaan Peningkatan dan
Penilaian Mutu Eksternal sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBL |K INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021



Table 5. Peningkatan dan Penilaian Muty g al
€rn

P Delaksana) [T

Kegiatan

E

peningkat |

an dan

penilaian
Mutu
Eksternal
(Survei
Akreditasi)

Kegiatan

Rincian

Laboratorium
kesehatan
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
survei

akreditasi

\

PE :
RATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHU

1. survei
akreditasi
dilaksanakan
selama 9
hari
penggunaan
waktu oleh
surveior
sejak
persiapan
sampai
pengolahan
data (di luar
waktu
perjalanan
ke lokasi)

2.Survei

akreditasi
ditujukan
untuk
laboratorium
kesehatan
prov/ kab

/kota

penerima

DAK NF

akreditasi

labkes
3.Peserta

|

(Survei Akreditasi)

-
-

Komponen Belanja

\

* ATK, Fotokopi

* Komputer supply
* Biaya penunjang
survei (backdrop, dan
kit penunjang survei)
Survei
Akreditasi (2 x

* Konsumsi

makan, 2 x snack x 2

hari  x  jumlah
peserta),

Catatan:

Jumlah peserta
disesuaikan dengan
jumlah  karyawan,
narasumber,

pendamping  dinkes,

dan unsur lain yang

terlibat)

¢ Biaya komunikasi
daring (jaringan
internet) untuk
labkes dan
narasumber

- Belanja Jasa Profesi:

Honor N arasumber
mengacu Peraturan

Presiden No. 33 Th.
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No | Kegiatan
g‘\
132

Pelaksana

Kegiatan

Rincian

Komponen Belanja

berasal dari
laboratoriu
m kesehatan
yang akan
diakreditasi
4.Survei
Akreditasi
dilakukan
oleh surveior
akreditasi
labkes yang
ditunjuk
oleh
Kementerian
Kesehatan,
S.Jumlah
Narasumber
survei
akreditasi
labkesda
disesuaikan
dengan
klasifikasi
laboratorium
kesehatan
(labkesda
pratama 2
orang;

labkesda

madya dan
| mady

2020 tentang Standar

Harga Satuan

Regional, sebagaj

berikut:

e Narsum
Pusat:

Surveior

- Minimal berjumlah
2 (dua) orang
X @9 Jam (total
plaksanaan)
-Jumlah
narasumber
disesuaikan dengan
klasifikasi labkesda,

- Belanja Perjadin

* Narasumber Pysat

1. Transpor terdiri

dari:

a. Transpor lokal dj
lokasi asal
narasumber

b. Tiket pesawat
dan atau
kereta/bus/ kapal
laut/ rental mobil,
dan lain-lain
c. Transpor lokal di
lokasi lokus)

2. Akomodasi

I

1
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" Pelakeana [

<l Kegiatan Kggigtan» Rincian Komponen Belanja

utama 3 Akomodae T

dasi
orang) Narasumher pusat
6.Dalam dialokasikan setara
pelaksanaan dengan golongan
survei IV/ Es-III:
akreditasi, - minimal berjumlah
laboratoriu

2 orang x @3 malam
(4 hari 3 malam)
harus -Jumlah
menyediakan

m kesehatan

narasumber surveior
seluruh

kebutuhan

disesuaikan dengan
Klasifikasi labkesda

sesuai yang Catatan:Dalam

dialokasikan rangka untuk

dalam koordinasi, satu hari

belanja sebelum

bahan pelaksanaan
kegiatan, tim
narasumber sudah
berada di lokasi,
sehingga alokasi
akomodasi minimal
3 (tiga) malam (4
hari 3 malam (sesuai
waktu tempuh)

3. Uang Harian (UH)
UH Narasumber
dialokasikam sesuai

Peraturan Presiden
//

or iz TaHUN 2021 133
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Kegiatan Pelaksana
Kegiatan

Rincian

 Komponen Belanja

.

No 33 Tahun 2020
tentang Standar
Harga Satuan
Regional
e Pendamping
Kabupaten/kota
Meliputi transpor
lokal dan  uang
harian sesuai
Peraturan  Presiden
No. 33 Th. 2020

tentang Standar
Harga Satuan
Regional
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BAB III
TATA CARA PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi

A
1. Tujuan
a. Umum
Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah kerja provinsi
terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat

sesuai yang diperlukan.

b. Khusus
1) Menyelenggarakan pembinaan,
ahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease

monitoring dan evaluasi upaya

penceg
2019 (COVID-19) kabupaten /kota di tingkat provinsi.

2) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas penanggung

jawab surveilans kab/kota.

2. Sasaran

Dinas kesehatan provinsi.

3. Jenis Pembiayaan
. Belanja transport lokal.
b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non
ASN.
Belanja langganan aplikasi untuk pertemuan daring.
d. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam provinsi.

e Belanja honor narasumber/tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas

tenaga surveilans.
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B.  Bantuan Operasional Kesehatan (

1

136

f.

: (O pencegs an pengendalian Corg ; .
Belanja jasa KIE pencegahan dan peng na Virys Dlsease
2019 (COVID-19), termasuk pembiay

aan di medig Cetak |
Oca] d
an

radio/TV local

Menu Kegiatan

A

b

Tujuan

a.

vosektor dalam pelaksanag ——
Koordinast  lintas  sektor  d pele an P(lnﬁ(‘gahan
pengendalian  penyakit  Corona  Virus  Diseqse

dan
“A19 (Covip. i
ditingkat Provinsi

Peningkatan kapasitas penanggung jawab surveilang kab/kota dal
. am
hug

rangka surveilans Corona Virus Disease 2019 (COV[D-19) k -
| Susny,
tracing dan manajemen data

Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas Kab/Kota bersam,
TNI - POLRI
Monitoring dan evaluasi pencegahan dan pen

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat
Komunikasi, informasi, edukasi,

gendalian Penyakjt
Provins;i
sosialisasi,

kampanye, Publikasi
tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BOK) Kabupaten /Kota
Umum

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah ker

kabupaten /kota terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan

masyarakat sesuai yang diperlukan.
Khusus

1) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upay2
pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 di tingka!
kabupaten /kota,

2)  Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas poEE

traceﬂ-
surveilans puskesmas dan petugas pelacakan kontak (

2021
12 TAHUN
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sasara?
pinas keseh

Jenis P¢

a.
b.

atan kabupaten/kota

mbiayaan
Belanja transport lokal.

Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non

ASN.
Belanja kegiatan pertemuan di dalam Kabupaten/Kota.

Belanja langganan aplikasi untuk pertemuan daring.

Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli untuk peningkatan
kapasitas tenaga surveilans dan tracer.

Belanja APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak,
pengambilan dan pemeriksaan specimen bagi petugas Puskesmas
dan tracer.

Belanja jasa KIE pencegahan dan pengendalian Covid-19, termasuk
pembiayaan di media cetak lokal dan radio lokal.

Menu Kegiatan

a.

Koordinasi lintas sector dalam pelaksanaan pencegahan dan
pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
tingkat Kabupaten/Kota.

Pembinaan pelacakan kontak kasus Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) kepada Puskesmas hingga petugas tracer.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan
pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat
Kabupaten /kota.

Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/ pengolah data di
puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data.

Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /tracer
Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak,
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pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Viryg Dise
ase
2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer,
R Komunikasi, informasi, cdukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi
tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

C. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

1. Tujuan
a. Umum
Meningkatkan akses dan mutu pencegahan dan Pengendalia,,

penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah kerja
Puskesmas terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatap
masyarakat sesuai yang diperlukan.

b. Khusus
1) Menyelenggarakan upaya deteksi dini, preventif dan respop

penyakit terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) d&i

wilayah kerja puskesmas.

2) Menyelenggarakan  pemberdayaan masyarakat  dalapy

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disegse 2019
(COVID-19) di wilayah kerja Puskesmas.

3) Menyediakan bahan APD untuk pelacakan kontak /tracing kasus
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Sasaran
Puskesmas.
b. Masyarakat dan lintas sektor, antara lain: Mahasiswa kesehatan,
Satgas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tracer, tokoh

masyarakat, dan tokoh agama.
3. Komponen Pembiayaan

a. Belanja transport lokal.

b. Belanja penggandaan/pencetakan formulir pelacakan kontak.
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jo pengiriman sampel /g ecimen .
pelat PR I 1 Pemerikgaqy Couvid.-1 g
an insentif tracer: |

O .
ponor d
) Honor paling banyak senij
1

e

ai 1{1)325.()0() :
,00 per Orang per
bulan.

) Insentil paling banyak Senilaij Rp15.0

00,00 per Orang
kontak erat yang selesaj dipantay,

Honor petugas surveilans / pPengolah datg

Paling banyak seniy:
Rp1.000.000,00 per orang per bulan,
Menu Kegiatan
o Pelacakan dan pemantauan kontak, serts Memastikan kontak ery¢
diperiksa dengan RDT antigen atau Nucleje '

p. Pemantauan harian selamg karantina glep tracer,

c. Pemantauan harian selamg isolasi

oleh tracer dan Petugas
Puskesmas.

d. Pembayaran honor dan insentif bagi tracer

Tracer merupakan tenaga pelaksang

Pelacakan kontgy yang
melibatkan  unsur

masyarakat  sepert;:

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Perhitungan jumlah tracer yang dibutuhkan per wilayah kerja
Puskesmas adalah dengan perbandingan 30 orang per 100.000
penduduk dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran.,

Jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan pada komponen

Pembiayaan atay menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan
Pémerintah daerah setempat.
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Pembayaran honor bagi petugas surveilans / pengolah data.
Petugas surveilans dan/atau Pengolah data dalgy, 1
Puskesmas terdiri dari 2 orang. Petugas puskesms yang bertugag
mengelolah data covid mendapat honor tambahan sesuai Penugagay
pejabat berwenang. Jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan
pada komponen pembiayaan atau menyesuaikan dengan ketentuarl
dan aturan pemerintah daerah setempat.
Bila tidak tersedia/kekurangan tenaga surveilans/ pengolah data
maka puskesmas dapat menggunakan tenaga kontrak Perjanjian
kinerja yang sudah ada, atau jika belum tersedia, maks dapat
merekrut tenaga kontrak perjanjian kinerja sesuai ketentuan dgp
kriteria perekrutan tenaga dengan perjanjian kerja.
Tenaga kontrak perjanjian kinerja tanpa diberikan honor tambahan
lagi.
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BAB IV
PENUTUP

petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK
Nonfisik Bidang Kesehatan. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diarahkan untuk
kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat di provinsi/kabupaten/kota terutama daerah dengan
derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh
wilayah Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenisnya. Tiap kegiatan
DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tidak diperkenankan dilakukan pengalihan
anggaran di luar rincian alokasi DAK nonfisik yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan setiap tahunnya.

Kegiatan yang didanai dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ini
sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bias
memilih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah
sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis
Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan
tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggaraniya bersumber
dari pendanaan lainnya seperti APBD Provinsi/Kabupaten /Kota sehingga lebih

berdaya guna dan berhasil guna.
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